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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki tugas dan fungsi dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat terkait pada sektor ketenagakerjaan dan keteransmigrasian. 

Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah NTB Nomor 11 Tahun 2016, tentang 

pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi NTB. Dimana Disnakertrans NTB 

merupakan dinas daerah dengan tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan 

Bidang Tenaga Kerja dan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi. Dimana Kepala 

Dinas dibantu oleh Sekretariat dan empat Bidang Teknis yaitu Bidang Pelatihan Dan 

Produktivitas Tenaga Kerja, Bidang Penempatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja, 

bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, dan Bidang Pengawasan 

Ketenagakerjaan. Lebih lanjut, demi menjangkau pelayanan kepada masyarakat secara 

langsung Bidang-bidang Teknis tersebut dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis mengingat 

luas daerah provinsi NTB dan tingginya kompleksitas beban kinerja SKPD. Ada beberapa 

UPTD yang dibawahi oleh Disnakertrans NTB antara lain UPTD Balai Latihan Kerja 

Dalam dan Luar Negeri, LTSP, UPTD Balai Pengawas Ketenagakerjaan dan K3 Pulau 

Lombok, dan UPTD Balai Pengawas Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Sumbawa.  

Keberhasilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat 

dalam mengelola secara berkesinambungan terhadap iklim ketenagakerjaan dan 

pemerataan pembangunan antar wilayah, akan mendorong laju pembangunan daerah.  

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Daerah 

Provinsi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat Tahun 2019 – 2023, dijelaskan bahwa visi Gubernur Nusa Tenggara Barat 

adalah “ Membangun Nusa Tenggara Barat yang GEMILANG “. 

Tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara 

Barat sebagai Perangkat Daerah yang menangani urusan ketenagakerjaan dan 

ketransmigrasian, dengan misi-misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat; maka 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat mendukung 

pelaksanaan satu misi saja yaitu misi 5 : NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui 

penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi 

inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi; untuk urusan 

wajib non pelayanan dasar ketenagakerjaan dan urusan pilihan ketransmigrasian. 
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Dalam rangka pencapaian visi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terkait 

dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dalam bidang ekonomi melalui peningkatan 

kualitas dan kompetensi SDM dapat dicapai apabila sumber-sumber daya yang daerah 

miliki dapat dimaksimalkan. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan yang 

perlu mendapatkan perhatian lebih mengingat potensi yang dimanfaatkan belum optimal. 

Salah satunya adalah terdapatnya Kawasan Ekonomi Khusus di daerah Mandalika dan 

akan digelarnya event moto GP dimana hal tersebut diyakini mampu memberikan 

multiplier effects terhadap pembangunan daerah. Begitu halnya dengan sektor pertanian 

dimana NTB merupakan salah satu daerah pengekspor hasil-hasil pertanian ke daerah-

daerah atau negara-negara lain. Namun terdapat beberapa faktor penghambat dalam 

pencapaian visi misi tersebut antara lain kurangnya tenaga kerja lokal yang mampu 

bersaing dengan tenaga kerja luar mengingat kompetensi yang dibutuhkan tidak sesuai 

dengan kompetensi yang kita siapkan. Selanjutnya, kurangnya pengembangan dan 

pengetahuan tentang teknologi yang mutakhir dalam pengembangan sektor-sektor terkait 

padahal penggunaan teknologi merupakan suatu keharusan untuk mengembangkan iklim 

perindustrian di NTB. Ditambah lagi dengan masih tingginya tingkat pengangguran 

terbuka yang mengindikasikan masih kurangnya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat 

dari perspektif ekonomi. 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan wujud 

akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.  

Penyusunan LAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara 

Barat Tahun 2021 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis 

(Renstra) Perubahan Tahun 2019–2023 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 serta 

sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun mendatang.  

Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengomunikasikan 

pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Laporan Akuntabilitas 

bertujuan mendorong instansi pemerintah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas 

dan efektifitas program serta dapat menjadi masukan atau umpan balik bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena 
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itu, substansi penyusunan LAKIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja 

pada masing-masing unit satuan kerja yang ada di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

1.2. Gambaran Umum Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki sumber daya alam dan sumber daya 

manusia yang cukup untuk mendorong laju pembangunan daerah. Wilayahnya terdiri atas 

380 pulau; diantaranya terdapat dua pulau besar yaitu Sumbawa dan Lombok. dan pulau-

pulau kecil yang membentang antara 115º46'- 119º5' Bujur Timur dan 8º10' - 9º5' Lintang 

Selatan dengan luas daratan 20.153.15 km persegi dan luas laut 29.159.04 km persegi serta 

panjang garis pantai sekitar 2.333 km. Luas daratan Pulau Lombok 4.738,70 km persegi 

(22,78 %), sedangkan Pulau Sumbawa luas daratannya 15.414.45 km persegi (77,22 %). 

Berdasarkan data BPS Provinsi NTB tahun 2021, penduduk Provinsi Nusa Tenggara 

Barat berjumlah  5.389.998 jiwa, terdiri atas  2.695.552 jiwa laki-laki dan  2.694.446 jiwa 

perempuan. Jumlah penduduk Pulau Sumbawa sebesar  1.581.104 jiwa, sedangkan Pulau 

Lombok berjumlah  3.808.894 jiwa. 

Potensi pembangunan ketenagakerjaan di Provinsi NTB sangat tinggi tidak hanya 

dilihat dari penyerapan tenaga kerja pada sektor formal tetapi juga pada sektor informal 

seperti pada bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan. Mengingat secara demografis 

provinsi NTB terbagi menjadi Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dimana masing-masing 

wilayah memiliki potensi dan karakteristik tersendiri yang perlu didalami lebih jauh 

mengenai kondisi ketenagakerjaannya. Akan tetapi, masih banyak permasalahan-

permasalahan yang perlu segera ditangani bukan saja masalah ketenagakerjan tetapi juga 

ketransmigrasian. Dimana permasalahan-permasalahan tersebut juga sangat kompleks 

yang terutamanya terkait langsung dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, 

kesempatan kerja, pengembangan usaha, kesenjangan pembangunan antar wilayah, 

pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan pemberdayaan sumber daya 

manusia. Kondisi ketenagakerjaan baik menyangkut tingkat pengangguran dan penduduk 

yang bekerja tidak terlepas dari kinerja sektor-sektor perekonomian yang ada. Selain itu, 

besarnya dampak dari pandemi covid-19 ini semakin meluas, mulai dari tenaga kerja yang 

dirumahkan hingga di PHK, perusahaan dan UMKM sebagai penggerak roda ekonomi di 

NTB tidak mampu beroperasi sebagaimana biasanya. 
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1.2.1 Kondisi Umum Ketenagakerjaan 

Permasalahan utama pada sektor ketenagakerjaan adalah pengangguran terbuka dan 

setengah penganggur. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2021 sebanyak 2,74 juta orang, 

mengalami peningkatan sebanyak 50,50 ribu orang dibanding Agustus 2020. Sejalan 

dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga 

naik sebesar 0,13 persen poin. 

Penduduk yang bekerja sebanyak 2,66 juta orang, meningkat sebanyak 81,43 ribu orang 

dari Agustus 2020. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase 

penduduk bekerja adalah Sektor Industri Pengolahan (0,96 persen poin), Penyediaan 

Akomodasi dan Makan Minum (0,89 persen poin), Pertambangan dan Penggalian (0,35 

persen poin), Konstruksi (0,29 persen poin), dan Perdagangan Besar dan Eceran (0,24 

persen poin). Sementara sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu Sektor Pertanian 

(2,07 persen poin). Dari data tersebut angkatan kerja yang terserap yaitu sebesar 96,99 

persen dan sisanya masih menjadi penganggur.  

Pada Agustus 2021, sebanyak 1,96 juta orang (73,89 persen) bekerja pada kegiatan 

informal, naik 0,43 persen poin dibanding Agustus 2020. Sebagian besar penduduk yang 

bekerja merupakan pekerja penuh (56,11 persen). Sementara pekerja paruh waktu sebesar 

28,89 persen dan setengah penganggur 15,00 persen 

Penganggur terbuka/normal yaitu golongan angkatan kerja yang betul – betul tidak 

mendapatkan pekerjaan karena pendidikan dan ketrampilan yang tidak memadai. 

Sedangkan setengah penganggur yaitu tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal 

karena ketiadaan lapangan kerja atau pekerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 

Agustus 2021 sebesar 3,01 persen, turun 1,21 persen poin dibandingkan dengan Agustus 

2020  

Peningkatan kesempatan kerja masyarakat adalah hal yang mutlak untuk dilakukan 

sebagai upaya mencapai tujuan penurunan tingkat pengangguran terbuka. Terbukanya 

kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat dapat dicapai melalui penyerapan tenaga 

kerja sektor formal dan sektor informal. Penyerapan pada sektor formal mempersyaratkan 

sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang tentunya sesuai 

dengan pasar kerja. Hanya saja jumlah kapasitas dan jenis pelatihan yang selama ini 

dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat masih 
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sangat terbatas. Hal ini tentu menyebabkan hasil pelatihan yang tidak dapat terserap oleh 

dunia usaha. Selain itu pelatihan kewirausahaan atau entereunership yang masih terbatas 

sehingga angkatan kerja kita masih belum bisa mandiri dengan membuka lapangan kerja 

mereka sendiri dan orang lain. Begitu juga dalam penempatan tenaga kerja, idealnya 

lulusan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

Nusa Tenggara Barat seharusnya dapat terserap oleh pasar kerja. Namun, pada realitanya 

penempatan yang dilakukan tidak memprioritaskan lulusan pelatihan walaupun lulusan 

tersebut berkompeten. Hal ini bisa dikarenakan kurangnya koordinasi tingkat bidang atau 

program yang menyebabkan kurang validnya database pelatihan dan penempatan tenaga 

kerja. Penempatan Pekerja Migran Indonesia juga mengalami kendala akibat dari 

kebijakan masing-masing negara tujuan sevagai dampak pandemi Covid 19. Demikian 

halnya dengan penempatan dan pengembangan kawasan transmigrasi yang dimana masih 

banyak terkendala dengan isu pembebasan lahan. 

1.2.2 Kondisi Hubungan Industrial 

Kondusifitas iklim usaha perlu diciptakan dengan menjaga kondisi hubungan industrial 

yang harmonis. Hal ini sangat penting dalam rangka mendukung peningkatan iklim 

investasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Namun pada kenyataanya, masih terjadi kasus-

kasus perselisihan hubungan industrial yang terjadi terlihat dari jumlah kasus hubungan 

industrial yang didaftarkan. Dalam penanganan kasus-kasus hubungan industrial ini 

diperlukan penyelesaian secara bipartit yang dapat dilakukan oleh fungsional mediator 

baik ditingkat provinsi maupun kabupaten. Sehingga jumlah pemutusan hubungan kerja 

dapat ditekan. 

Begitu halnya dengan jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja para buruh juga 

harus diperhatikan. Dimana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui fungsional 

Pengawas Ketenagakerjaan harus memastikan hak-hak normatif dan K3 di tempat kerja 

terpenuhi. Permasalahan yang timbul adalah secara kuantitas jumlah pengawas maupun 

mediator belum mampu mengimbangi atau mengawasi sekian banyak perusahaan yang 

tersebar di pulau Lombok maupun pulau Sumbawa. Oleh karena itu sistem pengawasan 

maupun mediasi perlu ditingkatkan melalui pembinaan-pembinaan kepada perusahaan 

yang berkelanjutan dan bekerja sama dengan stakeholder terkait terutama serikat 

buruh/pekerja. 
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1.2.3 Kondisi Ketransmigrasian 

Program transmigrasi merupakan salah satu contoh program nasional yang sukses dalam 

mencapai tujuan nasional diantaranya antara lain pemerataan jumlah penduduk, 

peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan persatuan Indonesia. Disamping itu program 

transmigrasi berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran terbuka melalui 

pembukaan lapangan kerja baru umumnya pada sektor informal. 

Permasalahan yang sering dijumpai dalam penyelenggaraan program transmigrasi ada 

beberapa diantaranya adalah sengketa lahan dan lokasi yang dinilai kurang layak untuk 

dihuni. Sarana dan prasarana juga dinilai masih sangat kurang seperti sarana air bersih dan 

lain-lain.  

Program pemindahan dan penempatan transmigrasi Prov. NTB sampai dengan saat ini, 

baik di dalam provinsi maupun ke luar provinsi adalah 47.286 KK atau 188.213 jiwa, 

dengan sebaran penempatan di dalam provinsi dan di luar provinsi. Penempetan 

transmigrasi di dalam provinsi sebanyak 10.700 KK = 48.934 jiwa yaitu di Kabupaten 

Bima, Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, lombok timur, lombok tengah. Sedangkan di 

luar Provinsi NTB yaitu sebanyak 36.586 KK= 139.279 jiwa ke Provinsi Kalimantan 

Barat, Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sumatera Selatan 

Maluku, Papua. Sedangkan program pembinaan kepada warga transmigrasi dilaksanakan 

melalui berbagai bimbingan teknis di bidang ekonomi, pertanian. 

Program pembangunan permukiman transmigrasi baru di Prov. NTB belum bisa 

terlaksana; hal ini disebabkan karena harus memenuhi persyaratan clear and clean, yaitu 

jelas lokasi, batas dan luasnya; bersih dari persoalan adminstrasi pertanahan maupun 

okupasi oleh pihak lain. 

1.3. Aspek Strategis dan Permasalahan yang Dihadapi 

Aspek strategis dari luas daratan dan sebaran penduduk di Provinsi Nusa Tenggara 

Barat berbanding terbalik; yang menggambarkan pula pemanfaatan berbagai potensi 

maupun permasalahan yang muncul berkaitan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, 

kesempatan kerja, pengembangan usaha, kesenjangan pembangunan antar wilayah, 

pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan pemberdayaan sumber daya 

manusia. 

Terbapat 3 isu strategis di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yaitu masih 

tingginya angka setengah penganggur di NTB, belum optimalnya perlidungan terhadap 

tenaga kerja dan pengelolaan Kawasan transmigrasi yang belum optimal. Potensi dan 

permasalahan tersebut dapat dikelola dari aspek ketenagakerjaan dan ketransmigrasian 
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melalui penempatan dan perluasan kerja, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, 

pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, pembinaan pengawasan 

ketenagakerjaan, ketransmigrasian, serta unit-unit pelaksana teknis dinas. 

Keberhasilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat 

dalam mengelola secara berkesinambungan terhadap iklim ketenagakerjaan dan 

pemerataan pembangunan antar wilayah, turut mendorong laju pembangunan daerah. 

Beberapa isu-isu strategis dan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian lebih 

dalam pelaksanaan program-program kegiatan antara lain adalah sebagai berikut: 

 

No Isu strategis Permasalahan 

1 Tingginya angka setengah 

penganggur di NTB 

1. Angkatan kerja di NTB masih didominasi oleh 

pendidikan SMP kebawah 

2. Masih rendahnya kesempatan kerja pada dunia 

usaha, dunia industri terbelih pada masa 

pandemi saat ini 

3. Informasi pasar kerja belum terkelola dengan 

optimal 

4. Terbatasnya industri menengah dan besar di 

NTB 

2 Perlindungan terhadap tenaga 

kerja yang belum maksimal  

1. Belum optimalnya peran perangkat hubungan 

industrial dan sistem pengawasan 

ketenagakerjaan 

2. Masih sedikitnya perusahaan yang membuat/ 

menerapkan peraturan perusahaan (PP) 

3. Masih sedikitnnya perusahaan yang 

melaksanakan wajib lapor ketenagakerjaan 

4. Belum optimalnya Perusahaan yang 

menegakkan norma kerja dan K3 

5. Masih banyak pekerja formal/ informal yang 

belum terlindungi Jamsostek 

3 Belum optimalnya pengelolaan 

kawasan transmigrasi 

1. Belum adanya penetapan kawasan baru karena 

masih ada lahan yang belum clean and clear 

2. Masih banyaknya tunggakan Sertifikat Hak 
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No Isu strategis Permasalahan 

Milik (SHM) 

3. Kuota penempatan transmigran asal NTB yang 

masih sedikit 

4. Belum optimalnya pembinaan bagi masyarakat 

transmigrasi 

 

1.4. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Sumber daya Manusia 

1.4.1. Tugas  

Adapun tugas dari masing-masing unit kerja di Disnakertrans Prov. NTB adalah 

sebagai berikut:  

I. Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan 

pembinaan administrasi yang meliputi penghimpunan dan penganalisaan data dalam 

rangka penyusunan program/ kerja dan pelaporan, ketatausahaan, umum, 

kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan kantor. 

1. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program dan 

Pelaporan;  

2. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan 

sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; 

3. menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan, program dan pelaporan; 

4. menghimpun dan menganalisa data dalam rangka program dan pelaporan; 

5. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan 

pelaporan; 

6. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Pelaporan; 

7. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja); 

8. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA); 

9. penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan 

Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA); 

10. penyusunan rencana kinerja tahunan (RKT); 

11. penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan; 

12. penyusunan laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal 

(SPM); 
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13. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar 

Operasional dan Prosedur (SOP); 

14. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI); 

15. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau 

pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan 

untuk memperbaiki kualitas layanan; 

16. penyusunan Laporan  Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP); 

17. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan 

publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah; 

18. menyusun LPPD dan LKPJ; 

19. menyusun profil ketenagakerjaan dan profil UPT Bina; 

20. menyusun laporan pelaksanaan bulanan dan tahunan, laporan evaluasi RPJMD, 

laporan Renja SKPD, laporan PPID dan laporan daftar informasi publik (DIP); 

21. menyusun perencanaan tenaga kerja daerah (PTKD); 

22. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;  

23. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan 

sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;  

24. mengumpulkan/mengolah data keuangan untuk bahan penyusunan laporan 

keuangan;  

25. menyiapkan bahan usulan dan pemberhentian pemimpin kegiatan, kuasa 

pimpinan kegiatan, bendaharawan dan atasan langsungnya;  

26. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran 

belanja Dinas;  

27. menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan dan 

perbendaharaan;  

28. mencatat dan mengklarifikasi laporan hasil pemeriksaan serta penyiapan tindak 

lanjut;  

29. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen 

Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);  

30. melaksanakan penatausahaan keuangan;  

31. melaksanakan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;  

32. melaksanakan dan penatausahaan barang milik daerah; 

33. melaksanakan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud 

yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; 
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34. m.menyusun dan penyampaian laporan penggunaan anggaran; 

35. menyusun dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan akhir tahun; 

36. menyusun administrasi dan pelaksanaan pembayaran gaji pegawai; 

37. menerima, pengadministrasian dan penyetoran penerimaan daerah; 

38. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan;dan 

39. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian ;  

40. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan 

sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;  

41. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);  

42. melaksanakan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;  

43. melaksanakan administrasi kepegawaian;  

44. melaksanakan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;  

45. melaksanakan urusan rumah tangga;  

46. melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka 

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;  

47. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan;dan 

 

II. Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja 

Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja mempunyai tugas menyusun menyediakan 

informasi pasar kerja, melakukan penempatan dan perlindungan tenaga kerja, 

pembinaan terhadap lembaga penempatan tenaga kerja, pengendalian tenaga kerja 

asing dan pengembangan / perluasan kesempatan kerja sistim padat karya, teknologi 

tepatguna dan perluasan kesempatan kerja sektor informal 

1. melakukan bimbingan bura kerja on line (BKOL) ke Kab/kota;  

2. melakukan analis jabatan;  

3. melakukan kegiatan pameran bursa kerja (Job fair);  

4. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan;dan  

5. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Penempatan Tenaga Kerja 

dan Pembinaan Tenaga Kerja Asing;  

6. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan 

sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;  

7. menyusun sistim pedoman pelayanan penempatan tenaga kerja;  
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8. membuat MOU peluang kerja dalam dan luar negeri (AKSUS, AKL, AKAD 

dan AKAN);  

9. melakukan penempatan tenaga kerja pada peluang kerja : Angkatan Kerja 

Khusus (AKSUS / Disabilitas), Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar 

Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN);  

10. melakukan pembinaan terhadap lembaga penempatan tenaga kerja (LPTKS 

maupun PPTKIS);  

11. melakukan pelayanan perpanjangan izin operasional terhadap 

(LPTKS/PPTKIS);  

12. memberikan pelayanan pengaduan masyarakat tentang perlindungan tenaga 

kerja;  

13. melakukan perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)  

14. melakukan perpanjangan izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);  

15. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; dan 

16. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Perluasan Kesempatan 

Kerja;  

17. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan 

sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;  

18. menyiapakan bahan dan materi pembinaan pengembangan dan perluasan 

kesempatan kerja;  

19. melakukan pembentukan dan pembinaan wirausaha baru;  

20. mengembangkan usaha mandiri, sistim padat karya (padat karya produktif dan 

padat karya infrastruktur, terapan teknologi tepat guna (TTG)  

21. melakukan kegiatan bimbingan teknis peningkatan kapasitas perluasan 

kesempatan kerja (bimbingan teknis pemandu wirausaha, pemandu lapangan 

padat karya dan pemandu lapangan terapan TTG);  

 

III. Bidang Pelatihan Dan Produktivitas Tenaga Kerja. 

Bidang Pelatihan Dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas menyusun 

perumusan kebijaksanaan pembinaan pelatihan, Instruktur dan tenaga kepelatihan 

kelembagaan pelatihan, pemagangan dan produktivitas tenaga kerja 

1. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan Instruktur dan 

Kelembagaan;  
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2. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan 

sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;  

3. menyusun bahan pembinaan Instruktur, tenaga kepelatihan, kelembagaan 

pelatihan, akreditasi dan sarana prasarana;  

4. melaksanakan pembinaan dan pengawasan Instruktur, tenaga kepelatihan, 

kelembagaan pelatihan dan sarana prasarana;  

5. melaksanakan pembinaan akreditasi dan sertifikasi lembaga pelatihan;  

6. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada atasan; dan  

7. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Pemagangan;  

8. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan 

sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;  

9. menyusun bahan pembinaan pemagangan tenaga kerja;  

10. melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis pemagangan tenaga kerja;  

11. melaksanakan pengawasan pelaksanaan pemagangan;  

12. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan Pelatihan dan 

Produktivitas Tenaga Kerja;  

13. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan 

sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;  

14. menyusun bahan pembinaan pelatihan, uji kompetensi sertifikasi dan 

peningkatan produktivitas tenaga kerja;  

15. menyiapkan bahan pembinaan pelatihan, uji kompetensi, sertifikasi dan 

peningkatan produktivitas tenaga kerja;  

16. melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan, uji kompetensi, 

sertifikasi dan peningkatan produktivitas tenaga kerja;  

 

IV. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja 

Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

mempunyai tugas penyusunan dan penetapan pedoman tentang kebijakan hubungan 

indutrial, pembinaan hubungan kerja, syarat-syarat kerja, perjanjian kerja, 

pengupahan, jaminan sosial, penyelesaian perselisihan serta pengembangan sarana 

hubungan industrial (kelembagaan dan kerja sama hubungan industrial). 

1. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Syarat Kerja, Kelembagaan 

dan Kerjasama Hubungan Industrial;  
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2. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan 

sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;  

3. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis penerapan syarat-syarat kerja, 

perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama dan Pembinaan 

Serikat Pekerja/Serikat Buruh, LKS Bipartit, LKS Tripartit, Apindo, serta 

sosialisasi hubungan industrial, dan hubungan kerja;  

4. melaksanakan pembinaan dan penerapan syarat-syarat kerja di perusahaan, serta 

ijin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja (OUTSOURSING);  

5. melaksanakan pembinaan dan pengembangan sarana hubungan industrial di 

perusahaan dan fasilitas kesejahteraan Pekerja/Buruh;  

6. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan hubungan industrial di 

perusahaan; 

7. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Pengupahan dan Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja;  

8. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan 

sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;  

9. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis mekanisme penetapan upah 

minimum dan pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;  

10. menyiapkan bahan rapat Dewan Pengupahan guna membahas upah minimum;  

11. melaksanakan survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL);  

12. melaksanakan sosialisasi: pengupahan, THR, Service Carge, serta Struktur dan 

skala upah;  

13. menyiapkan bahan pembinaan Jaminan Sosial (Kesehatan kerja, kecelakan 

kerja, kematian, hari tua, dan pensiun);  

14. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan Dewan pengupahan 

Kabupaten/Kota se NTB;  

15. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Pencegahan dan 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;  

16. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan 

sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;  

17. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis mekanisme pencegahan dan 

penyelesaian perselihan hubungan industrial;  

18. melaksanakan pembinaan dan sosialisasi pencegahan perselihan hubungan 

industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan;  
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19. melaksanakan identifikasi dan menyusun peta potensi kerawanan hubungan 

industrial;  

20. melaksanakan sosialisasi mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial di perusahaan;  

21. melaksanakan mediasi penyelesaian perselihan hubungan industrial;  

22. melaksanakan koordinasi penyelesaian perselihan hubungan industrial terkait 

persidangan kasus di pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri 

setempat;  

23. melakukan koordinasi dan pemberdayaan konsiliator serta arbitrase hubungan 

industrial, dan kordinasi dengan pihak kepolisian;  

24. menyelesaikan aksi mogok kerja, unjuk rasa, demontrasi pekerja/buruh dan lock 

out;  

 

V. Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan 

Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas perumusan 

kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pemeriksaan dan pengujian 

pelaksanaan norma ketenagakerjaan, norma keselamatan dan kesehatan kerja, serta 

pemberdayaan pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan 

1. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Norma Ketenagakerjaan;  

2. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan 

sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;  

3. menyiapkan bahan dan materi penyusunan petunjuk teknis pengawasan dan 

pemeriksaan norma kerja dan hubungan kerja, norma jaminan sosial tenaga 

kerja, norma penempatan dan pelatihan, norma kerja perempuan, norma kerja 

anak;  

4. menyiapkan rencana pelaksanaan pembinaan, pengendalian, evaluasi koordinasi 

pengawasan ketenagakerjaan dibidang norma kerja dan hubungan kerja, norma 

jaminan sosial tenaga kerja,, norma penempatan dan pelatihan, norma kerja 

perempuan, norma kerja anak; 

5. melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan penerapan norma kerja dan 

hubungan kerja, norma jaminan sosial tenaga kerja, norma kerja perempuan, 

norma kerja anak, norma pelatihan, dan norma penempatan; 

6. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja;  
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7. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan 

sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;  

8. memeriksa serta menguji sarana kerja dibidang mekanik, pesawat uap dan 

bejana tekan, konstruksi bangunan, instalasi listrik dan penanggulangan 

kebakaran, kesehatan kerja dan lingkungan kerja;  

9. menyiapkan rencana pelaksanaan pengawasan pemeriksaan dan pengujian 

sarana keselamatan dan kesehatan kerja dibidang norma mekanik, pesawat uap 

dan bejana tekan, konstruksi bangunan, instalasi listrik dan penanggulangan 

kebakaran, kesehatan kerja dan lingkungan kerja serta pembinaan penerapan 

SMK3;  

10. melaksanakan pembinaan, pengendalian, penerapan norma keselamatan dan 

kesehatan kerja dibidang norma mekanik, pesawat uap dan bejana tekan, 

konstruksi bangunan, instalasi listrik dan penanggulangan kebakaran, kesehatan 

kerja dan lingkungan kerja serta pembinaan penerapan SMK3;  

11. memproses perizinan kelaikan penggunaan sarana keselamatan dan kesehatan 

kerja dibidang norma mekanik, pesawat uap dan bejana tekan, konstruksi 

bangunan, instalasi listrik dan penanggulangan kebakaran, kesehatan kerja dan 

lingkungan kerja; 

12. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Pengawasan 

dan Penegakan Hukum;  

13. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan 

sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;  

14. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pemberdayaan pengawasan 

ketenagakerjaan, ketatalaksanaan dan mekanisme koordinasi penegakan hukum 

ketenagakerjaan;  

15. penyusunan standar operasional prosedur pengawasan norma ketenagakerjaan;  

16. melaksanakan sosialisasi kebijakan, program dan strategi pemberdayaan 

pengawasan ketenagakerjaan dan penegakan hukum;  

17. melaksanakan koordinasi pelaksanaan penegakan hukum ketenagakerja dengan 

korwas, dan lembaga lain terkait;  

VI. Bidang Ketransmigrasian 

Bidang Ketransmigrasian mempunyai tugas Fasilitasi dan penyusunan rencana 

teknis, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, penyediaan areal, pembinaan 



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 

Disnakertrans Prov. NTB 16 
 

permukiman, perpindahan dan penempatan, pembinaan dan pengembangan kawasan 

transmigrasi 

1. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Penyediaan Areal dan 

Pembinaan Permukiman Transmigrasi;  

2. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan 

sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;  

3. melakukan fasilitasi penyiapan bahan pencadangan areal permukiman 

transmigrasi;  

4. melakukan fasilitasi identfikasi calon areal permukiman transmigrasi;  

5. melaksanakan sosialisasi penyiapan areal dan pembinaan permukiman 

transmigrasi;  

6. melakukan fasilitasi pengurusan dokumen calon areal permukiman transmigrasi;  

7. fasilitasi pengukuran dan pembagian lahan pekarangan dan lahan usaha, 

pengukuran dan pemasangan tanda batas UPT permukiman, tata batas dengan 

kawasan hutan, pengurusan dan penerbitan SK HPL, sertifikat HPL dan 

sertifikat hak milik transmigran;  

8. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Perpindahan dan 

Penempatan Transmigrasi;  

9. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan 

sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;  

10. melaksanakan sosialisasi program transmigrasi;  

11. melaksanakan penjajakan calon lokasi penempatan transmigrasi;  

12. melaksanakan penyuluhan Calon Transmigran;  

13. melaksanakan pendaftaran dan seleksi calon transmigran;  

14. melaksanakan kerjasama antar daerah bidang Ketransmigrasian;  

15. melaksanakan penampungan dan Pelatihan Dasar Umum (PDU);  

16. menyediakan perbekalan dan angkutan calon transmigran;  

17. melakukan fasilitasi Siap Terima Penempatan (STP);  

18. menyiapkan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan dan 

Pengembangan Kawasan Transmigrasi ;  

19. memberikan arahan/petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan 

sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;  
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20. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pengembangan sosial budaya, 

mental spritual dan usaha ekonomi masyarakat transmigrasi                                                                     

( IPOLEKSOSBUDHANKAMNAS );  

21. melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan; 

22. melaksanakan fasilitasi penyediaan dan pengembangan sarana prasarana sosial 

budaya, mental spritual dan ekonomi; 

23. melakukan penyediaan jaminan hidup transmigran, sarana produksi paket A (T 

+ 1), fasilitasi bantuan saprotan; 

 

VII. UPTD BLKDLN NTB 

UPTD BLKDLN NTB mempunyai tugas menyusun bahan kebijakan teknis, rencana 

program dan kegiatan, fasilitasi, monitoring, koordinasi, penilaian, analisis, evaluasi 

dan pelaporan pada Balai Pelatihan Kerja.  

1. Menyusun rencana program langkah-langkah operasional kegiatan 

ketatausahaan. 

2. Memproses surat masuk dan keluar dan mendokumentasikan. 

3. Menyiapkan bahan konsep program dan koordinasi pelatihan kerja. 

4. Menyiapkan bahan pengelolaan urusan tata usaha. 

5. Menyiapkan bahan dan proses urusan kepegawaian. 

6. Menyiapkan bahan dan proses perlengkapan kantor. 

7. Menyiapkan bahan dan konsep inventarisasi dan pemeliharaan barang. 

8. Menyiapkan bahan dan konsep administrasi keuangan DPA. 

9. Memeriksa dan meneliti SPJ serta kelengkapannya. 

10. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas. 

11. Menyusun laporan tentang pelaksanaan kegiatan BLK. 

12. Menyiapkan rencana program kegiatan pelatihan kerja. 

13. Merencanakan uji kompetensi melalui   sertifikasi. 

14. Menyelenggarakan pengembangan program pelatihan kerja. 

15. Menyusun kurikulum, silabus dan modul pelatihan kerja. 

16. Melaksanakan rekruitmen dan seleksi peserta pelatihan kerja. 

17. Menyusun jadwal kegiatan pelatihan kerja. 

18. Menyelenggarakan pelatihan kerja . 

19. Menyusun laporan penyelenggaraan pelatihan kerja sesuai aturan yang telah 

ditetapkan. 
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20. Penyusunan rencana/program pemantauan hasil pelatihan kerja. 

21. Penyusunan rencana koordinasi dengan dunia kerja untuk OJT dan penempatan. 

22. Penyusunan identifikasi tempat-tempat OJT. 

23. Penyusunan bahan evaluasi penyelenggaraan program pelatihan kerja. 

24. Penyusunan masalah hasil pelaksanaan evaluasi pelatihan kerja. 

25. Penyusunan data penempatan lulusan pelatihan kerja. 

26. Penyusunan laporan hasil evaluasi pelaksanaan program pelatihan kerja. 

 

VIII. Balai Pengawasan Ketenagakerjaan & K3 Pulau Lombok 

Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Lombok mempunyai tugas Menyusun 

bahan kebijakan teknis, rencana program dan kegiatan, fasilitasi, monitoring, 

koordinasi, penilaian, analisis, evaluasi dan pelaporan pada Balai Pengawasan 

Ketenagakerjaan Pulau Lombok. 

1. Menyiapkan bahan penyusunan urusan perencanaan operasional, adanya bahan 

perencanaan 

2. Menyiapkan bahan penyusunan urusan kepegawaian, data kepegawaian 

3. Menyiapkan bahan penyusunan urusan perlengkapan rumahtangga data 

perlengkapan 

4. Menyiapkan bahan penyusunan urusan administrasi umum, pembagian tugas, 

surat dll 

5. Menyiapkan bahan penyusunan monitoring dan evaluasi, rekomendasi 

6. Menyiapkan bahan penyusunan pembinaan admnistrasi lingkup UPTD 

Pengawas Ketenagakerjaan dan  K3 

7. Menyiapkan bahan penyusunan pelaporan sebagai bahan penyusunan kebijakan 

8. Merumuskan kebijakan penyiapan bahan pembinaan dan penyusunan teknis 

norma ketenagakerjaan dan penegakan hukum; 

9. Merumuskan pelaksanaan pengawasan norma ketenagakerjaan terhadap 

pelaksanaan perundang-undangan ketenagakerjaan yang meliputi: pengawasan 

upah, perlindungan jamsos, perlindungan tenaga kerja anak dan perempuan, 

tenaga kerja asing, penempatan dan penyaluran tenaga kerja, pengawasan waktu 

kerja dan waktu istirahat 

10. Merumuskan kebijakan dan melakukan pemetaan kasus-kasus ketenaga kerjaan 

dalam upaya penegakan hukum; 



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 

Disnakertrans Prov. NTB 19 
 

11. Merumuskan bahan inventarsasi data ketenaga kerjaan sebagai pelaksana 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan; 

12. Merumuskan penyiapan dan penyusunan bahan pelatihan serta pengembangan 

bidang norma ketenagakerjaan; 

13. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja pengujian dan pelatihan kesehatan 

kerja, keselamatan kerja, dan lingkungan kerja berupa rencana kerja 

14. Menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan pengujian dan pelatihan 

kesehatan kerja, keselamatan kerja,dan lingkungan kerja berupa rencana kerja 

berupa program kegiatan 

15. Menyiapkan bahan penyusunan anggaran kegiatan pengujian dan pelatihan 

kesehatan kerja, keselamatan kerja,dan lingkungankerja 

16. Menyiapkan bahan penyusunan pemasaran pengujian dan pelatihan kesehatan 

kerja, keselamatan kerja, dan lingkungan kerja 

17. Menyiapkan bahan penyusunan pengkajian pengujian dan pelatihan kesehatan 

kerja, keselamatan kerja,dan lingkungan kerja 

18. Menyiapkan bahan penyusunan koordinasi dan monitoring kegiatan pengujian 

dan pelatihan kesehatan kerja, keselamatan kerja,dan lingkungan kerja 

19. Menyiapkan bahan informasi dan dokumentasi pengujian dan pelatihan 

kesehatan kerja, keselamatan kerja,dan lingkungan kerja 

20. Menyiapkan bahan pengujian dan pelatihan kesehatan kerja, keselamatan 

kerja,dan lingkungan kerja pelatihan dan pengujian sebagai bahan penysunan 

kebijakan di bidang K3 

21. Menyiapkan bahan pengendalian mutu laboratorium pengujian dan sarana K3. 

22. Menyiapkan bahan peningkatan kompetensi SDM di bidang K3 

23. Menyiapkan bahan analisa, pengkajian, dan perekayasaan teknologi di bidang 

K3 

 

IX. Balai Pengawasan Ketenagakerjaan & K3 Pulau Sumbawa 

Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Sumbawa mempunyai fungsi Menyusun 

bahan kebijakan teknis, rencana program dan kegiatan, fasilitasi, monitoring, 

koordinasi, penilaian, analisis, evaluasi dan pelaporan pada Balai Pengawasan 

Ketenagakerjaan Pulau Sumbawa.  

1. Menyiapkan bahan penyusunan urusan perencanaan operasional, adanya bahan 

perencanaan 
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2. Menyiapkan bahan penyusunan urusan kepegawaian, data kepegawaian 

3. Menyiapkan bahan penyusunan urusan perlengkapan rumahtangga data 

perlengkapan 

4. Menyiapkan bahan penyusunan urusan administrasi umum, pembagian tugas, 

surat dll 

5. Menyiapkan bahan penyusunan monitoring dan evaluasi, rekomendasi 

6. Menyiapkan bahan penyusunan pembinaan admnistrasi lingkup UPTD 

Pengawas Ketenagakerjaan dan  K3 

7. Menyiapkan bahan penyusunan pelaporan sebagai bahan penyusunan kebijakan 

8. Merumuskan kebijakan penyiapan bahan pembinaan dan penyusunan teknis 

norma ketenagakerjaan dan penegakan hukum; 

9. Merumuskan pelaksanaan pengawasan norma ketenagakerjaan terhadap 

pelaksanaan perundang-undangan ketenagakerjaan yang meliputi: pengawasan 

upah, perlindungan jamsos, perlindungan tenaga kerja anak dan perempuan, 

tenaga kerja asing, penempatan dan penyaluran tenaga kerja, pengawasan waktu 

kerja dan waktu istirahat 

10. Merumuskan kebijakan dan melakukan pemetaan kasus-kasus ketenaga kerjaan 

dalam upaya penegakan hukum; 

11. Merumuskan bahan inventarsasi data ketenaga kerjaan sebagai pelaksana 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan; 

12. Merumuskan penyiapan dan penyusunan bahan pelatihan serta pengembangan 

bidang norma ketenagakerjaan; 

13. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja pengujian dan pelatihan kesehatan 

kerja, keselamatan kerja, dan lingkungan kerja berupa rencana kerja 

14. Menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan pengujian dan pelatihan 

kesehatan kerja, keselamatan kerja,dan lingkungan kerja berupa rencana kerja 

berupa program kegiatan 

15. Menyiapkan bahan penyusunan anggaran kegiatan pengujian dan pelatihan 

kesehatan kerja, keselamatan kerja,dan lingkungankerja 

16. Menyiapkan bahan penyusunan pemasaran pengujian dan pelatihan kesehatan 

kerja, keselamatan kerja, dan lingkungan kerja 

17. Menyiapkan bahan penyusunan pengkajian pengujian dan pelatihan kesehatan 

kerja, keselamatan kerja,dan lingkungan kerja 



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 

Disnakertrans Prov. NTB 21 
 

18. Menyiapkan bahan penyusunan koordinasi dan monitoring kegiatan pengujian 

dan pelatihan kesehatan kerja, keselamatan kerja,dan lingkungan kerja 

19. Menyiapkan bahan informasi dan dokumentasi pengujian dan pelatihan 

kesehatan kerja, keselamatan kerja,dan lingkungan kerja 

20. Menyiapkan bahan pengujian dan pelatihan kesehatan kerja, keselamatan 

kerja,dan lingkungan kerja pelatihan dan pengujian sebagai bahan penysunan 

kebijakan di bidang K3 

21. Menyiapkan bahan pengendalian mutu laboratorium pengujian dan sarana K3. 

22. Menyiapkan bahan peningkatan kompetensi SDM di bidang K3 

23. Menyiapkan bahan analisa, pengkajian, dan perekayasaan teknologi di bidang 

K3 

 

X. Kelompok Fungsional 

1) Pengawas Ketenagakerjaan  

  Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan adalah jabatan yang mempunyai ruang 

lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan 

pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem 

pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

2) Instruktur 

Fungsional Instruktur yaitu melaksanakan pelatihan dan pengembangan Pelatihan 

Kerja 

3) Mediator/Perantara 

Fungsional Mediator yaitu melakukan mediasi dan bertugas bertanggung jawab 

untuk memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk 

menyelesaikan perselisihan Hak, perselisihan kepentingan, perselisihan 

pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh.  

4) Pengantar Kerja  

Fungsional Pengantar Kerja yakni melakukan kegiatan pelayanan antar kerja, 

meliputi penyajian data pelayanan antar kerja dan data pendukungnya, 

perencanaan tenaga kerja, indeks ketenagakerjaan, informasi pasar kerja, analisis 

jabatan, penyuluhan dan bimbingan jabatan, perantaraan kerja 

5) Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) 
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Penggerak Swadaya Masyarakat yaitu melaksanakan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat melalui penggerakan keswadayaan masyarakat dalam rangka 

mencapai kemandirian dan berkelanjutan  

6) Pranata Laboratorium Kesehatan Kerja 

Pranata Laboratorium Kesehatan adalah melaksanakan tugas pelayanan 

laboratorium kesehatan meliput~ bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, 

imunoserologi, toksikologi, kimia lingkungan, patologi anatomi 

7) Penguji K3 

Penguji K3 adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung 

jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pengujian dan kompetensi 

keselamatan dan kesehatan kerja 

8) Perencana 

Fungsional Perencana bertugas menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan, 

dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan 

sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan 

rencana pembangunan. 

9) Dokter  

Fungsional dokter bertugas memberikan pelayanan kesehatan pada sarana 

pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif 

untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta 

masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat. 

1.4.2. Fungsi  

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 29 

Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit 

Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

Untuk mendukung hal tersebut di atas maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki fungsi sebagai berikut : 

a. Kepala Dinas;  

❖ perumusan kebijakan teknis, strategi, dan perencanaan strategis urusan 

pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;  
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❖ pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan 

dan ketransmigrasian;  

❖ pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang 

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;  

❖ perumusan penyusunan Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

NTB dengan memberikan arahan kepada Sekretaris, Kepala Bidang dan kepala 

UPTD;  

❖ menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, hasil yang dicapai, 

ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier; dan  

❖ melaksanakan pembinaan umum dan pembinaan teknis di bidang ketenagakerjaan 

dan ketransmigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – perundangan 

yang berlaku.  

b. Sekretariat 

❖ membantu Kepala dinas dalam persiapan perumusan kebijakan dan koordinasi; 

❖ membantu kepala dinas melakukan koordinasi dengan kepala bidang dan UPTD 

dalam penyusunan penyusunan rumusan kebijakan, penyusunan program/ kerja, 

pengendalian dan pengawasan. 

❖ menghimpun dan menganalisa data dalam rangka penyusunan program dan 

pelaporan; 

❖ pengelolaan urusan keuangan; 

❖ pelaksanaan pembinaan administrasi dalam urusan ketatausahaan, kepegawaian, 

perlengkapan, kerumahtanggaan dan keprotokolan 

c. Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja 

❖ pengumpulan, pengolahan dan penyediaan data informasi pasar kerja; 

❖ penempatan dan perlindungan tenaga kerja;  

❖ pembinaan terhadap lembaga penempatan tenaga kerja;  

❖ pengendalian penggunaan tenaga kerja asing;  

❖ pengembangan kesempatan kerja melalui usaha mandiri sistim padat karya, 

teknologi tepat guna dan perluasan kesempatan kerja sektor informal; dan  

❖ pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang Penempatan 

dan Perluasan Kerja.  

d. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja  

❖ pelaksanaan pembinaan pelatihan ketrampilan, peningkatan kompetensi dan 

produktivitas tenaga kerja ; 
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❖ pembinaan standarisasi kompetensi dan akreditasi ;  

❖ pembinaan uji kompetensi dan sertifikasi;  

❖ pembinaan instruktur, tenaga kepelatihan dan Kelembagaan pelatihan;  

❖ pembinaan Pemagangan tenaga kerja;  

❖ pembinaan peningkatan sarana, prasarana dan peralatan dan pelatihan. 

❖ pelaksanaan monitoring terhadap program dan kegiatan bidang Lattas. 

e. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja  

❖ perumusan dan menetapkan petunjuk pelaksanaan pedoman koordinasi dan 

pembinaan syarat kerja dalam hubungan kerja, pengembangan kelembagaan dan 

kerjasama hubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial Tenaga Kerja, serta 

pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, fasilitas 

kesejahteraan pekerja dan purna kerja ; 

❖ pelaksanaan koordinasi dan pembinaan syarat-syarat kerja dalam hubungan kerja 

dan pengembangan sarana hubungan industrial di perusahaan;  

❖ pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Dewan pengupahan dalam penetapan upah 

minimum Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

❖ pelaksanaan sosialisasi sistem pengupahan dan jaminan sosial Tenaga Kerja; 

❖ pelaksanaan bimbingan teknis syarat-syarat kerja, tata cara pencegahan dan 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial; dan 

❖ monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang Pembinaan Hubungan 

Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 

f. Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan  

❖ perumusan dan penetapan petunjuk pelaksanaan pedoman koordinasi dan 

pembinaan pengawasan dan pemeriksaan serta pengujian pelaksanaan norma 

ketenagakerjaan, norma keselamatan dan kesehatan kerja, serta pemberdayaan 

pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan 

❖ pelaksanaan koordinasi dan pembinaan norma kerja, norma keselamatan dan 

kesehatan kerja di perusahaan; 

❖ pelaksanaan koordinasi proses penegakan hukum ketenagakerjaan; 

❖ pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis pengawasan norma ketenagakerjaan 

dan norma K3; dan 

❖ pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang Pembinaan 

Pengawasan Ketenagakerjaan. 

g. Bidang Ketransmigrasian 
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❖ melakukan perumusan kebijakan Bidang ketransmigrasian ; 

❖ penyelenggaraan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi perencanaan teknis, 

penyediaan areal, pembangunan permukiman dan pengembangan kawasan; 

❖ penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi perpindahan 

dan penempatan; 

❖ penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi 

pengembangan kawasan transmigrasi; dan 

❖ penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program kerja bidang Ketransmigrasian. 

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), terdiri atas : 

1) Balai Latihan Kerja; 

❖ Penyusunan kebijakan teknis program pelatihan kerja 

❖ Penyusunan rencana program dan kegiatan pelatihan kerja serta kerjasama 

pelatihan. 

❖ Penyusunan penyelenggaraan dan penyebarluasan informasi pelatihan kerja.  

❖ Penyusunan penyelenggaraan program pelatihan kerja dan uji keterampilan/  

kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja. 

❖ Penyusunan kurikulum silabus sesuai hasil TNA (Training Need Analysis). 

❖ Penyusunan fasilitasi pelatihan dan pelayanan kepada masyarakat. 

❖ Penyusunan pemantauan pengendalian evaluasi latihan kerja. 

❖ Penyusunan pelaksanaan administrasi umum dan keuangan. 

2) Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Lombok;  

❖ Perumusan bahan perencanaan dan program pengawasan , pemeriksaan dan 

pengujian pelaksanaan norma ketenagakerjaan, Norma K3 serta pemberdayaan 

pengawasan dan penegakan hukum, serta pengujian dan pelatihan K3 

❖ Perumusan pemberian dan pelayanan konsultasi Pengawasan, pemeriksaan dan 

pengujian norma kerja dan K3 di perusahaan, serta pengujian dan pelatihan K3 

❖ Perumusan bahan pelaksanaan koordinasi proses penegakan hukum 

ketenagakerjaan. 

❖ Perumusan bahan sosialisasi dan bimbingan teknis pengawasan norma kerja 

dan Norma K3, serta pengujian dan pelatihan K3 

❖ Perumusan dan pemantauan pengendalian pengawasan norma kerja dan K3, 

serta pengujian dan pelatihan K3 

3) Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Sumbawa.  
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❖ Perumusan bahan perencanaan dan program pengawasan , pemeriksaan dan 

pengujian pelaksanaan norma ketenagakerjaan, Norma K3 serta pemberdayaan 

pengawasan dan penegakan hukum, serta pengujian dan pelatihan K3 

❖ Perumusan pemberian dan pelayanan konsultasi Pengawasan, pemeriksaan dan 

pengujian norma kerja dan K3 diperusahaan, serta pengujian dan pelatihan K3 

❖ Perumusan bahan pelaksanaan koordinasi proses penegakan hukum 

ketenagakerjaan. 

❖ Perumusan bahan sosialisasi dan bimbingan teknis pengawasan norma kerja 

dan Norma K3, serta pengujian dan pelatihan K3 

❖ Perumusan dan pemantauan pengendalian pengawasan norma kerja dan K3, 

serta pengujian dan pelatihan K3 
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1.4.3. Struktur Organisasi 
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1.4.4. Sumber Daya Manusia 

Dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

NTB didukung oleh 189 orang aparatur yang terdiri atas laki – laki 128 orang dan 

perempuan 61 orang. Komposisi sumber daya manusia pada Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi NTB dapat dilihat pada rincian berikut : 

Tingkat Pendidikan 

• S – 3  : 1 orang 

• S – 2  : 18 orang 

• S – 1  : 101 orang 

• D – IV  : 1   orang 

• D – III  : 11   orang 

• D – II  : - orang 

• D – I  : - orang 

• SLTA / Sederajat : 47 orang 

• SLTP / Sederajat : 9   orang 

• SD / Sederajat : 1 orang 

Pendidikan Penjenjangan 

• Diklatpim II : 1 orang 

• Diklatpim III : 10   orang 

• Diklatpim IV : 30 orang 

• Belum Diklatpim : 149 orang 

 

Kepangkatan dan Golongan 

• Pembina Utama Madya (IV/d) : 1 orang 

• Pembina Utama Muda (IV/c) : 2 orang 

• Pembina Tingkat I ( IV/b ) : 8 orang 

• Pembina ( IV/a ) : 23   orang 

• Penata Tingkat I ( III / d ) : 43 orang 

• Penata ( III / c )  : 24  orang 

• Penata Muda Tingkat I ( III / b ) : 22 orang 

• Penata Muda ( III / a ) : 18 orang 

• Pengatur Tingkat I ( II / d ) : 5 orang 

• Pengatur ( II / c ) : 25 orang 
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• Pengatur Muda Tingkat I ( II / b ) : 6 orang 

• Pengatur Muda ( II / a ) : 5 orang 

• Juru Tingkat I ( I / d ) : 1 orang 

• Juru ( I / c ) : 5 orang 

• Juru Muda Tingkat I ( I / b ) : 1 orang 

• Juru Muda ( I / a ) : - orang 

Esselonisasi 

• Esselon II a :   1   orang 

• Esselon III a : 10 orang 

• Esselon IV a : 29 orang 

• Non eselon : 149 orang 

Agama 

• Islam  : 164 orang 

• Hindu  : 21 orang 

• Budha  : - orang 

• Kristen Protestan : 2 orang 

• Kristen Katholik : 2 orang 

Jabatan Struktural dan Fungsional 

• Struktural : 40 orang 

• Fungsional : 45 orang 

• Staff  : 104 orang 

 

Umur 

• 20 – 30   : 3   orang 

• 31 – 40   : 57 orang 

• 41 – 50   : 56 orang 

• 51 – 60   : 73 orang 
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1.4.5. Sumber Daya Modal 

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sangat 

diperlukan adanya dukungan sumber daya modal yang memadai disamping dukungan 

sumber daya manusia (aparatur). Beberapa dukungan sumber daya modal yang dimiliki 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat antara lain : 

Tabel 1.1. 

Daftar Sumber Daya Modal 
 

No 

 

Jenis Barang 
Kondisi  

Jumlah 
B RR RB 

1 2 3 4 5 6 

1 Tanah 4 - - 11.036 M² 

2 Gedung 32 - - 32 unit 

3 Mess 8 - - 8 unit 

4 Kendaraan Roda 4 4 7 - 11 unit 

5 Kendaraan Roda 2 35 - 11 46 unit 

6 Mesin Ketik 15 2 2 19 unit 

7 Komputer 66 4 6 76 unit 

8 Printer 43 4 7 54 unit 

9 Modem Intertnet - - - - unit 

10 LCD 2 - - 2 unit 

11 Lap Top 32 - - 32  unit 

12 Stavol 21 - - 21 unit 

13 UPS 4 - - 4 unit 

14 Power Suply 6 - - 6 unit 

15 Loud Speaker sound system 4 9 7 20 unit 

16 Lemari besi - 10 23 33 unit 

17 Filling besi/metal 2 16 40 58 unit 

18 Lemari kayu 65 11 29 105 unit 

19 Rak kayu 15 - - 15 unit 

20 Lemari arsip 13 - - 13 unit 

21 Brankas 6 10 1 17 unit 

22 Filling kayu 40 - - 40 unit 

23 Meja Biro 78 - 24 102 unit 

23 Meja kayu 10 - 6 16 unit 

24 Permadani / gorden 2 - - 2 buah 
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No 

 

Jenis Barang 
Kondisi  

Jumlah 
B RR RB 

25 Meja Ketik - 2 15 17 unit 

26 Meja Rapat 20 - - 20 unit 

27 Meja Komputer 14 - 11 25 unit 

28 Kursi Putar 23 - 4 27 unit 

29 Kursi Biasa 128 - - 128 unit 

30 Buffet kayu 1 - - 1 unit 

31 Kursi Tangan 60 - - 60 unit 

32 Kursi Besi 51 3 104 158 unit 

33 Kursi Lipat 299 - - 299 unit 

34 Kursi Tamu 5 - 20 25 unit 

35 Kipas Angin 26 1 - 27unit 

36 Wirless 3 1 13 17 unit 

37 Televisi 8 - 1 9 unit 

38 White Board - 3 24 27 buah 

39 Papan Visual 9 1 - 10 buah 

40 Peta 11 1 - 12 buah 

41 Jam Dinding - 28 - 28 buah 

42 AC 60 8 22 90 unit 

43 Dispencer 5 - - 5 buah 

44 Kulkas 3 - 2 5 unit 

45 Alat las listrik - 1 - 1 unit 

46 Camera Video  - 5 - 5 unit 

47 Handycam - 4 - 4 unit 

48 Kamera  4 6 4 14 unit 

49 Faximile 1 - 6 7 unit 

50 Interphone 9 - - 9 unit 

51 Mic 10 1 - 11 buah 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

 

 

2.1. Perencanaan 

Dalam menghadapi dinamika berbagai aspek kehidupan, terutama aspek 

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dan juga sebagai implementasi dari penyelenggaraan 

otonomi daerah maka secara sistematis penyusunan perencanaan strategis berdasarkan 

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Daerah Provinsi tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 – 2023, 

dijelaskan bahwa visi Gubernur Nusa Tenggara Barat adalah “ Membangun Nusa Tenggara 

Barat yang GEMILANG “. 

Visi pembangunan tersebut terletak pada kata kunci, yaitu GEMILANG, merupakan 

singkatan dari Growth, Enviroment, Manpower, Industrialization, Law Enforcement, 

Administration Reform, Networking dan Governance. 

Dalam rangka pencapaian visinya, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 

menetapkan 6 ( enam ) misi yaitu : 

➢ Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan 

pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah; 

➢ Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang 

berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi; 

➢ Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya 

manusia sebagai pondasi daya saing daerah; 

➢ Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan 

lingkungan yang berkelanjutan; 

➢ Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, 

mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, 

pariwisata dan industrialisasi; 

➢ Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang 

beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan; 

Sesuai dengan Revisi RPJMD 2019-2023, tugas dan fungsi Disnakertrans Prov. NTB 

sesuai dengan Misi 5, NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan 

kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada 

pertanian, pariwisata dan industrialisasi dengan indiktor Tingkat Pengangguran Terbuka 

(TPT). 
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2.1.1. Tujuan dan Sasaran 

 Tujuan rencana strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa 

Tenggara Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah: Tercapainya Penurunan 

Pengangguran Terbuka dengan indikator Tingkat  Pengangguran Terbuka.  

Tingkat Pengangguran Terbuka dapat diketahui melalui perbandingan : Jumlah 

Pengangguran Terbuka dibanding dengan Jumlah Angkatan Kerja dikali 100 persen 

Dalam rangka mendukung Tercapainya Penurunan Pengangguran Terbuka pada tujuan 

Rencana Strategis didukung dengan sasaran :  

1. Meningkatnya kesempatan Kerja Masyarakat dengan indikator persentase penyerapan 

angkatan kerja 

2. Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis/ kondusif  dengan indikator Persentase 

perusahaan yang harmonis/ kondusif 

3. Meningkatnya transmigran yang ditempatkan dan dibina dengan indikator persentase 

transmigran yang ditempatkan dan dibina. 

Sesuai dengan tugas, fungsi Disnakertrans Prov. NTB untuk mencapai tujuan dan sasaran 

dimaksud didukung oleh program prioritas yaitu : Program Perencanaan Tenaga Kerja; 

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja; Program Penempatan Tenaga 

Kerja; Program Hubungan Industrial; Program Pengawasan Ketenagakerjaan; Program 

Perencanaan Kawasan Transmigrasi; Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi; 

Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi. 
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  Tabel 2.1. 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 

 

No Tujuan Sasaran Indikator 

Tujuan/S

asaran 

Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada 

Tahun Ke- 
Formulasi 

2019 2020 2021 2022 2023 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1 Tercapai

nya 

Penurun

an 

Tingkat 

Pengang

guran 

Terbuka 

  Tingkat 

Penganggu

ran 

Terbuka 

(TPT) 

3,39 3,35 3,30 3,19 3,17 

 

    Meningka

tnya 

Kesempat

an Kerja 

Masyarak

at 

Persentase 

penyerapa

n angkatan 

kerja 

96,61 96,65 96,70 96,81 96,83 

 

 

    Mewujud

kan 

hubungan 

industrial 

yang 

harmonis/ 

kondusif 

Persentase 

perusahaa

n yang 

harmonis/ 

kondusif 

98,74 98,85 98,95 99,06 99,16 

 

  Meningka

tnya 

Transmigr

an yang 

ditempatk

an dan 

dibina 

Persentase 

transmigra

n yang 

ditempatka

n dan 

dibina 

97,57 97,57 97,57 97,57 100 
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Ket : 

1. Angkatan kerja : penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau yang tidak bekerja 

(menganggur) 

2. Hubungan industrial yang harmonis/ kondusif : kondisi antara pekerja dan pengusaha tidak 

ada/sedikit terjadi kasus perselisihan hubungan industrial, dan jika ada kasus perselisihan 

hubungan industrial diselesaikan ditingkat perusahaan (Bipartit)/ Tripartit. 

 

2.1.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Dalam rangka membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan daerah 

bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan 

dan dekonsentrasi. maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mendapat tugas 

sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023, yaitu tugas dan 

fungsi Disnakertrans Prov. NTB sesuai dengan Misi 5, NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI 

melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi 

inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi dengan sasaran Menurunnya 

pengangguran terbuka dan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 

 

Tabel 2.2 

Misi, Tujuan dan Sasaran, Indikator Tujuan dan Sasaran, serta Target Capaiannya 

Tahun 2019-2023 

Visi: Membangun NTB yang GEMILANG 

 
Misi Tujuan Indikator 

Tujuan 

Sasaran Indikator 

Sasaran 

Satuan Kondisi awal  Target capaian Kondisi 

Akhir 

(2023) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Misi 5 NTB 

SEJAHTERA 

DAN MANDIRI 

melalui 

penanggulangan 

kemiskinan, 

mengurangi 

kesenjangan, dan 

pertumbuhan 

ekonomi inklusif 

bertumpu pada 

pertanian, 

pariwisata dan 

industrialisasi 

Terwuj

udnya 

perindu

strian 

yang 

unggul 

Pertumbu

han 

Industri 

Menurunn

ya 

pengangg

uran 

terbuka 

Tingkat 

Pengangg

uran 

Terbuka 

% 3,72 3,42 3,35 3,30 3,19 3,17 3,17 
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2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 
 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil maka dibuat Perjanjian Kinerja Tahun 2021 antara 

Gubernur NTB dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB  dengan 

sararan, indikator dan target sebagai berikut : 

Tabel 2.3. 

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

 

No Sasaran Strategis Indikator Target (%) 

 

1 Meningkatnya Kesempatan 

Kerja Masyarakat 

Persentase penyerapan angkatan 

kerja 

96,70 

2 Mewujudkan hubungan 

industrial yang harmonis/ 

kondusif 

Persentase perusahaan yang 

harmonis/ kondusif 

98,95 

3 Meningkatnya Transmigran 

yang ditempatkan dan dibina 

Persentase transmigran yang 

ditempatkan dan dibina 

100,00 

 

Adapun program nasional yang dijadikan sebagai program utama ketenagakerjaan 

dan ketransmigrasian adalah : 

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 

2. Program Penempatan Tenaga Kerja 

3. Program Hubungan Industrial 

4. Program Pengawasan Ketenagakerjaan 

5. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi 

6. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi 

7. Program Pengembangan kawasan Transmigrasi  

Program tersebut dilaksanakan dan dirinci pula oleh Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi program-program sebagai berikut:  

 

Program Rutin : 

• Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

b) Kinerja Perangkat Daerah 

c) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 
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d) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 

e) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

f) Administrasi Umum Perangkat Daerah 

g) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

h) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

i) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

• Program Program Perencanaan Tenaga Kerja 

Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) 

 

Program Prioritas 

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 

a) Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi 

b) Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja 

c) Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi 

2. Program Penempatan Tenaga Kerja 

a) Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten /Kota 

b) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja  

c) Perlindungan PMI (Pra Dan Purna Penempatan) Di Daerah Provinsi 

3. Program Hubungan Industrial 

a) Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan 

Penutupan Perusahaan Yang Berakibat /Berdampak Pada Kepentingan Di 1 (Satu) 

Daerah Provinsi 

b) Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi 

c) Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi 

(UMSP), Upah Minimum Kabupaten /Kota (UMK) Dan Upah Minimum Sektoral 

Kabupaten /Kota (UMSK) 

4. Program Pengawasan Ketenagakerjaan 

a) Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja Di Perusahaan 

b) Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Di Perusahaan 

c) Pelayanan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Perusahaan 

5. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi 

a) Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi 

b) Advokasi Dan Musyawarah Penetapan Kawasan 

6. Program Pengembangan kawasan Transmigrasi  

a) Pengembangan Satuan Permukiman Pada Tahap Pemantapan 
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b) Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi Dan Kelembagaan Dalam Rangka 

Pemantapan Satuan Permukiman. 

Bagian dari perjanjian kinerja Tahun 2021 mencakup sasaran dan indikator kinerja dan 

program yang dilaksanakan oleh sekretariat, bidang-bidang dan UPTD sebagaimana yang 

ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan 2021, sebagaimana terlihat pada matriks berikut :  

 

Tabel 2.4. 

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2021 

 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

(%) 

PROGRAM/ 

KEGIATAN  
Tercapainnya Penurunan 

Tingkat Penggangguran 

Terbuka 

Tingkat Pegangguran 

Terbuka (TPT) 
3,30 

 

1 

Meningkatkan 

Kesempatan Kerja 

masyarakat 

Persentase Penyerapan 

Angkatan Kerja 
96,70  

1.1 
Meningkatnya Kompetensi 

Tenaga Kerja 

Porsentase pencari kerja 

yang bersertifikat 

kompetensi 

20 

Program Pelatihan 

Kerja dan 

Produktivitas 

Tenaga Kerja 

1.1.1 

meningkatnya peserta 

pelatihan kerja berbasis 

kompetensi 

persentase pencari kerja/ 

calon tenaga kerja yang 

mendapatkan pelatihan 

berbasis kompetensi 

20 

Pelaksanaan Latihan 

Kerja Berdasarkan 

Klaster Kompetensi 

1.1.2 

Meningkatnya Kerjasama 

MoU kebutuhan pelatihan 

dunia usaha, dunia industry 

Persentase kejuruan 

pelatihan sesuai dengan 

kebutuhan dunia usaha, 

dunia industri 

100 

1.1.3 
Meningkatnya lembaga 

pelatihan yang terakreditasi 

persentase lembaga 

pelatihan yang terakreditasi 
60 Pelaksanaan 

Akreditasi Lembaga 

Pelatihan Kerja 1.1.4 
meningkatnya kompetensi 

instruktur 

Persentese instruktur yang 

di upgrading 
15 

1.2 
Meningkatnya 

Penempatan tenaga kerja 

Persentase  Pencari Kerja 

Terdaftar Yang 

Ditempatkan. 

91,74 

Program 

Penempatan Tenaga 

Kerja 

1.2.1 

Meningkatnya penyerapan 

tenaga kerja terdaftar 

melalui AKL/AKAD/ 

AKAN 

persentase pencari kerja 

AKL/AKAD/AKAN yang 

ditempatkan 

80 

Pelayanan Antar 

Kerja Lintas Daerah 

Kabupaten /Kota 

 

Meningkatnya Informasi 

Pasar Kerja yang 

terpublikasi 

Persentase informasi pasar 

kerja yang terinformasikan 
100 Pengelolaan Informasi 

Pasar Kerja 

 
1.2.2 

Meningkatnya Pencari Kerja 

yang terdaftar 

Persentase pencari kerja 

yang terdaftar 
70 

1.2.3 

Meningkatnya penyerapan 

tenaga kerja terdaftar 

melalui AKL/AKAD/ 

AKAN 

persentase pencari kerja 

AKL/AKAD/AKAN yang 

ditempatkan 

80 Perlindungan PMI 

(Pra Dan Purna 

Penempatan) Di 

Daerah Provinsi 
1.2.4 

Meningkatnya penyerapan 

tenaga kerja sektor informal 

persentase pencari kerja 

informal yang ditempatkan 
15 
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NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

(%) 

PROGRAM/ 

KEGIATAN 

2 

Mewujudkan hubungan 

industrial yang harmonis/ 

kondusif 

Persentase perusahaan 

yang harmonis/ kondusif 
98,95  

2.1 

meningkatnya perusahaan 

yang melaksanakan 

Peraturan Perusahaan 

Persentase perusahaan 

yang melaksnakan 

Peraturan Perusahaan 

21 
Program Hubungan 

Industrial 

2.1.1 

menurunnya tingkat 

perselisihan hubungan 

industrial, mogok kerja di 

perusahaan 

Persentase penurunan kasus 

perselisihan hubungan 

industrial 

15,69 

Pencegahan Dan 

Penyelesaian 

Perselisihan 

Hubungan Industrial, 

Mogok Kerja, Dan 

Penutupan Perusahaan 

Yang Berakibat 

/Berdampak Pada 

Kepentingan Di 1 

(Satu) Daerah 

Provinsi 

2.1.2 
meningkatnya jumlah kasus 

yang dapat diselesaikan 

Persentase kasus yang 

diselesaikan 
100 

2.1.3 
Meningkatnya lembaga 

Bipartit di perusahaan 

persentase Lembaga 

Bipartit di perusahaan 
15 

Pelaksanaan 

Operasional Lembaga 

Kerjasama Tripartit 

Daerah Provinsi 

2.1.4 

meningkatnya jumlah 

perusahaan yang 

menerapkan UMP/ UMK 

Persentase perusahaan yang 

menerapkan UMP/UMK 
15 

Penetapan Upah 

Minimum Provinsi 

(UMP), Upah 

Minimum Sektoral 

Provinsi (UMSP), 

Upah Minimum 

Kabupaten /Kota 

(UMK) Dan Upah 

Minimum Sektoral 

Kabupaten /Kota 

(UMSK) 

2.1.5 

Meningkatnya perlidungan 

jaminan sosial tenaga kerja 

sektor formal 

Persentase tenaga kerja 

formal yang mendapat 

jaminan sosial 

ketenagakerjaan 

60 

2.1.6 

Meningkatnya perlidungan 

jaminan sosial tenaga kerja 

sektor non formal 

Persentase tenaga kerja non 

formal yang mendapat 

jaminan sosial 

ketenagakerjaan 

10 

2.2 

Meningkatnya Pelayanan 

& Pengawasan 

Ketenagakerjaan 

porsentase perusahaan yg 

menerapkan Norma 

Ketenagakerjaan & K3 

21,00 

Program 

Pengawasan 

Ketenagakerjaan 

2.2.1 

Meningkatnya pengawasan 

pelaksanaan norma kerja di 

perusahaan 

Persentase perusahaan yang 

melaksananakan norma 

ketenagakerjaan di tempat 

kerja 

25 

Pengawasan 

Pelaksanaan Norma 

Kerja Di Perusahaan  

2.2.2 

Terwujudnya Penegakan 

Hukum Ketenagakerjaan di 

Perusahaan 

Persentase jumlah 

perusahaan yang mematuhi 

peraturan ketenagakerjaan 

80 

Penegakan Hukum 

Ketenagakerjaan Di 

Perusahaan 

2.2.3 

Meningkatnya Pelayanan 

Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja di Perusahaan 

Persentase Perusahaan yang 

melaksanakan Norma 

Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) 

25 
Pelayanan 

Keselamatan Dan 

Kesehatan Kerja Di 

Perusahaan 
2.2.4 

meningkatnya pelayanan 

pengujian peralatan 

keselamatan dan kesehatan 

kerja (K3) di perusahaan 

Persentase perusahaan yang 

sudah melakukan pengujian 

keselamatan dan kesehatan 

kerja (K3) 

75 

3 

Meningkatnya 

transmigran yang 

ditempatkan dan dibina 

Persentase transmigran 

yang sudah ditempatkan 

dan dibina 

100,00  
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NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

(%) 

PROGRAM/ 

KEGIATAN 

3.1 
Tercapainya penempatan 

transmigrasi sesuai MoU 

persentase transmigran 

yang ditempatkan 
100 

Program 

Perencanaan 

Kawasan 

Transmigrasi 

3.1.1 
Terwujudnya pengelolaan 

lahan yang optimal 

persentase lahan usaha yang 

sudah dikelola 
100 

Pencadangan Tanah 

Untuk Kawasan 

Transmigrasi 

3.1.2 

meningkatnya calon 

transmigran yang memenuhi 

syarat 

persentase calon 

transmigran yang lulus 

seleksi 

100 

Advokasi Dan 

Musyawarah 

Penetapan Kawasan  

3.2 

Meningkatnya satuan 

permukiman yang menjadi 

desa mandiri 

meningkatnya satuan 

permukiman yang 

menjadi desa mandiri 

93,75 

Program 

Pengembangan 

Kawasan 

Transmigrasi 

3.2.1 

Meningkatnya satuan 

permukiman transmigraasi 

clear and clean 

persentase satuan 

permukiman sesuai syarat 

kelayakan 

100 

Pengembangan Satuan 

Permukiman Pada 

Tahap Pemantapan 

3.2.2 
Meningkatnya layanan 

pembinaan transmigran 

Persentase transmigran 

yang memperoleh layanan 

pembinaan 

93,75 
Penguatan 

Infrastruktur Sosial, 

Ekonomi Dan 

Kelembagaan Dalam 

Rangka Pemantapan 

Satuan Permukiman. 
3.2.3 

meningkatnya calon 

transmigran yang memenuhi 

syarat 

persentase calon 

transmigran yang lulus 

seleksi 

100 

 

 

 

 



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 

 

Disnakertrans Prov. NTB                                                                                                                           42 
 

 

BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

 

3.1. Capaian Kinerja Organisasi 

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Nusa Tenggara Barat maka pada Tahun 2021 ditetapkan sasaran, program dan 

kegiatan beserta indikator-indikatornya.  

Berdasarkan Revisi Rencana Strategis Disnakertrans Prov NTB, Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan memiliki tujuan perangkat 

daerah yaitu Tercapainya Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan 

indikator Tingkat Penggangguran Terbuka (TPT).  

Sesuai juga dengan dokumen RPJMD Provinsi NTB 2019 – 2023, Indikator Kinerja 

Utama (IKU) yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi adalah Menurunnya Pengangguran Terbuka yang diikhtiarkan semakin 

menurun, melalui peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga 

kerja, perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan serta penempatan dan pembinaan 

transmigran yang berkelanjutan, target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 

2021 di Nusa Tenggara Barat adalah 3,30 persen, dengan realisasi sebesar 3,01 persen. 

 

Grafik 3.1 

Target dan Realisasi TPT Tahun 2019-2023 (%) 

 

Sumber : Disnakertrans Prov. NTB , 2021 
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Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk 

mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang 

termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2021 sebesar 3,01 

persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar tiga orang penganggur. 

Pada Agustus 2021, TPT mengalami penurunan sebesar 1,21 persen poin dibandingkan 

Agustus 2020, dan mengalami penurunan sebesar 0,96 persen poin dibandingkan dengan 

Februari 2021. 

Grafik 3.2 

TPT menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan (%) 

 

 

Sumber : BPS Prov. NTB , 2021 (data diolah) 

 

Dilihat dari tingkat pendidikan, pada Agustus 2021, TPT dari tamatan SMA 

Kejuruan merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya 

yaitu sebesar 7,79 persen. Sementara TPT yang paling rendah adalah mereka dengan 

pendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah yaitu sebesar 1,52 persen. Dibandingkan Agustus 

2020, hampir semua kategori pendidikan mengalami penurunan TPT kecuali untuk tamatan 

Diploma I/II/III yang naik sebesar 3,64 persen poin. Sementara, pada Februari 2021 yang 

mengalami peningkatan TPT adalah tamatan SMA Kejuruan dan Diploma I/II/III. 

Peningkatan TPT terbesar adalah pada tamatan Diploma I/II/III yaitu sebesar 5,50 persen 

poin. 
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Grafik 3.3 

Setengah Pengangguran Menurut Jenis Kelamin (%) 

 

 

Sumber : BPS Prov. NTB , 2021 (data diolah) 

 

Pengangguran terdiri dari setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu. Setengah 

pengangguran adalah mereka yang jam kerjanya di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 

jam per minggu), dan masih mencari pekerjaan atau bersedia menerima pekerjaan lain. 

Tingkat setengah pengangguran pada Agustus 2021 adalah sebesar 15,00 persen. Hal ini 

berarti dari 100 penduduk bekerja terdapat sekitar 15 orang yang jam kerjanya di bawah jam 

kerja normal (kurang dari 35 jam per minggu), dan masih mencari pekerjaan atau bersedia 

menerima pekerjaan lain. Dibandingkan Agustus 2020, tingkat setengah pengangguran 

mengalami penurunan sebesar 1,83 persen poin dan mengalami penurunan sebesar 0,41 

persen poin dibandingkan dengan Februari 2021.  

Berdasarkan jenis kelamin, pada Agustus 2021, tingkat setengah pengangguran laki-

laki sebesar 15,32 persen, sedangkan tingkat setengah pengangguran perempuan sebesar 

14,57 persen. Dibandingkan Agustus 2020, tingkat setengah pengangguran baik laki-laki 

maupun perempuan mengalami penurunan, masing-masing 1,46 persen poin dan 2,32 persen 

poin. Sementara itu, jika dibandingkan Februari 2021, tingkat setengah pengangguran laki-

laki mengalami penurunan sebesar 1,81 persen poin sedangkan tingkat setengah 

pengangguran perempuan mengalami peningkatan 1,36 persen poin. 
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Grafik 3.4 

Pekerja Paruh Waktu Menurut Jenis Kelamin (%) 

 

 

Sumber : BPS Prov. NTB , 2021 (data diolah) 

 

Pekerja paruh waktu adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu, 

tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain. Tingkat pekerja 

paruh waktu di NTB pada Agustus 2021 sebesar 28,89 persen, yang berarti dari 100 orang 

penduduk bekerja terdapat sekitar 28 sampai 29 orang pekerja paruh waktu. Dibandingkan 

Agustus 2020, tingkat pekerja paruh waktu mengalami peningkatan sebesar 1,67 persen poin 

dan dibandingkan Februari 2021 mengalami penurunan sebesar 2,48 persen poin. 

Berdasarkan jenis kelamin, tingkat pekerja paruh waktu perempuan cenderung lebih 

tinggi dibanding tingkat pekerja paruh waktu laki-laki. Pada Agustus 2021, tingkat pekerja 

paruh waktu perempuan (37,17 persen) lebih tinggi dibanding pekerja paruh waktu laki-laki 

(22,55 persen). Tingkat pekerja paruh waktu laki-laki dan perempuan memiliki pola yang 

sama, yaitu terjadi peningkatan jika dibandingkan Agustus 2020 dan penurunan jika 

dibandingkan dengan Februari 2021. Dibandingkan Agustus 2020, terdapat peningkatan 

sebesar 0,77 persen poin untuk laki-laki dan 2,82 persen poin untuk perempuan. Sementara 

itu, jika dibandingkan dengan Februari 2021, terjadi penurunan sebesar 0,69 persen poin 

untuk laki-laki dan 4,54 persen poin untuk perempuan. 

Tingkat Pengangguran Terbuka di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2021 dapat dilihat 

mengalami penurunan atau sudah melampaui target yang sudah ditetapkan melalui 

perbandingan antara target dan realisasi dalam tabel 3.1 berikut : 
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Tabel 3.1.  

Perbandingan Target dan Realisasi Tujuan Disnakertrans Prov NTB 

Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2021 (%) 

 

Tujuan Indikator Target Realisasi Capaian 

Tercapainya Penurunan 

Tingkat Pengangguran 

Terbuka 

Tingkat Pengangguran 

Terbuka 

3,30 3,01 109,63 

Sumber : Disnakertrans Prov. NTB , 2021 

Tabel 3.1 di atas menggambarkan bahwa keadaan pengangguran terbuka di Provinsi 

Nusa Tenggara Barat dalam Tahun 2021 sudah melewati target yang ditetapkan yaitu 

dengan target 3,30 persen dengan realisasi 3,01 persen, yaitu mengalami penurunan sebesar 

0,29 persen. 

Jika dilihat perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka antara tahun 2019 s.d tahun 

Tahun 2021, keadaan pengangguran terbuka di Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami 

penurunan, Hal ini dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut : 

Tabel 3.2.  

Perbandingan Target [T] dan Realisasi [R] Tingkat Pengangguran Terbuka 

Tahun 2019 - 2021 (%) 

 

Sasaran 

 

 

Indikator 

 

 

2019 2020 2021 

T R Capaian T R Capaian T R Capaian 

Menurunnya 

Penganggura

n Terbuka 

Tingkat 

Penganggur

an Terbuka 

 

 

3,39 

 

3,42 

 

99,12 

 

3,35 

 

4,22 

 

79,38 3,30 3,01 109,63 

Sumber : Disnakertrans Prov. NTB , 2021 

Pada tahun 2019, realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka adalah 3,42 persen, 

kemudian akibat pandemic covid-19 di tahun 2020 meningkat menjadi 4,22 persen dan pada 

Tahun 2021 Tingkat Pengangguran Terbuka menurun menjadi 3,01 persen. Dari data 

tersebut diketahui bahwa persentase penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 

2019-2021 sebesar 0,41 persen. 

Pada tabel 3.3 berikut, terlihat trend fluktuasi kenaikan dan penurunan Angka 

Pengangguran Terbuka. 
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Tabel 3.3.  

Perbandingan Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka s.d. 2021 

 dan Target s.d. 2023 (%) 

 

Sasaran Indikator Realisasi  Target s.d. 

tahun 2023 

Capaian 

dibanding 

tahun 

sebelumnya 

Menurunnya 

Pengangguran 

Terbuka 

 

Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka 

2015=5,69    

2016=3,94 -1,75 

2017=3,32 -0,62 

2018=3,72 +0,4 

2019=3,42 -0,3 

2020=4,22 +0,8 

2021=3,01 -1,21 

 2022=3,19  

2023=3,17 

Sumber : Disnakertrans Prov. NTB , 2021 

 

Tabel 3.3 di atas, selama tahun 2015-2021 realisasi TPT mengalami trend penurunan. 

TPT pada tahun 2015 sebesar 5,69 persen dan TPT pada tahun 2021 sebesar 3,01 persen, 

angka ini menagalami penurunan yang sangat signifikan sebesar 2,68 persen. Namun dalam 

rentang waktu 2015-2021 realisasi TPT cenderung berfluktuasi.  

Walaupun pandemi covid-19 yang meningkat sejak tahun 2020, berakibat pada 

lumpuhnya kegiatan ekonomi di semua sector yang berdampak pada bidang ketenagakerjaan 

dan ketransmigrasian. Namun pada tahun 2021, kegiatan ekonomi di NTB sudah mulai 

membaik dengan salah satu indikator turunnya TPT dibanding tahun 2020.  

 

A. Perbandingan Target – Realisasi Sasaran Strategis Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi  NTB Tahun 2021 

Terkait dengan pencapaian kinerja dari sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja dan 

transmigrasi. Ada 3 (tiga) sasaran yang ingin dicapai dalam rangka menurunkan 

pengangguran terbuka di NTB, yaitu: 

1. Meningkatnya kesempatan Kerja Masyarakat dengan  indikator persentase 

penyerapan angkatan kerja 

2. Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis/ kondusif  dengan indikator 

Persentase perusahaan yang harmonis/ kondusif 
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3. Meningkatnya transmigran yang ditempatkan dan dibina dengan indikator 

persentase transmigran yang ditempatkan dan dibina. 

Adapun capaian kinerja jika melihat dari target sasaran strategis Disnakertrans NTB 

Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 3.4.  

Perbandingan Target [T] dan Realisasi [R] Sasaran Strategis Tahun 2021 (%) 

 

No Sasaran Strategis Indikator 2021 

Target Realisasi Capaian 

1 Meningkatnya 

Kesempatan Kerja 

Masyarakat 

Persentase 

penyerapan 

angkatan kerja 

96,70 96,99 100,30 

2 Mewujudkan hubungan 

industrial yang harmonis/ 

kondusif 

Persentase 

perusahaan yang 

harmonis/ 

kondusif 

98,77 98,97 100,20 

3 Meningkatnya 

Transmigran yang 

ditempatkan dan dibina 

Persentase 

transmigran yang 

ditempatkan dan 

dibina 

100 97,57 97,57 

Sumber : Disnakertrans Prov. NTB , 2021 

 

Dari tabel 3.4 di atas, persentase penyerapan angkatan kerja menjadi indikator dalam 

mengukur capaian sasaran pertama. Pada tahun 2021 target penyerapan angkatan kerja 

sebesar 96,70 persen dengan realisasi sebesar 96,99 persen, capaian ini sejalan dengan 

turunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di NTB. Hal ini menggambarkan 

meningkatnya penempatan tenaga kerja baik pada sektor formal maupun informal serta 

kompetensi tenaga kerja yang dilatih sudah sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dunia 

industri. 

Pada tahun 2021, penduduk yang bekerja di kegiatan informal sebanyak 1,96 juta 

orang (73,89 persen), sedangkan yang bekerja di kegiatan formal sebanyak 693,75 ribu 

orang (26,11 persen). Penduduk bekerja di kegiatan informal pada Agustus 2021 naik 

sebesar 0,43 persen poin jika dibandingkan Agustus 2020, tetapi apabila dibandingkan 

Februari 2021 pekerja informal turun sebesar 0,80 persen poin 
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Grafik 3.5 

Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Formal dan Informal Tahun 2020- 2021 

 

Sumber : BPS Prov. NTB , 2021 (data diolah) 

 

Sasaran kedua, mewujudkan hubungan industrial yang harmonis/ kondusif. Hal 

tersebut dapat tercapai melalui meningkatnya perusahaan yang menjalankan peraturan 

perusahaan sehingga konflik atau kasus hubungan industrial  dapat ditekan untuk menjaga 

kenyamanan berusaha. Kemudian meningktanya perusahaan yang melaksanakan norma 

kerja dan K3 sehingga kepastian hak-hak pekerja dalam pemenuhan standar hidup dan 

terjaminnya keselamatan dan kesehatan kerja. 

Dalam rangka mewujudkan hubungan industrial yang harmonis/ kondusif dapat diukur 

dengan indikator persentase perusahaan yang harmonis/ kondusif. Pada tahun 2021 

persentase perusahaan yang harmonis/ kondusif ditargetkan sebesar 98,77 persen dengan 

realisasi sebesar 98,97 persen, capaian ini sudah melebihi target yang sudah ditetapkan. Pada 

tahun 2021, kasus perselisihan hubungan industrial yang sudah diselesaikan yaitu sebanyak 

49 kasus dengan melibatkan 49 perusahaan dengan tenaga kerja sebanyak 207 orang. Dari 

data tersebut, porsentase perusahaan yang berselisih hanya 1,03 persen dari total perusahaan 

di NTB sebanyak 4.779 perusahaan.  

Sasaran ketiga, meningkatnya transmigran yang ditempatkan dan dibina dengan 

indikator  persentase transmigran yang ditempatkan dan dibina. Dengan adanya program 

Perencanaan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi. Ketiga program 

tersebut diharapkan mampu memberikan peluang kerja bagi masyarakat pada sektor 

informal dengan mayoritas lapangan usaha dibidang pertanian. Jumlah transmigran di 

Provinsi NTB sebanyak 10.700 orang dan transmigran yang sduah ditempatkan dan dibina 

sebanyak  10.440 orang. Kemudian Provinsi NTB memiliki 4 kawasan transmigrasi dan 1 

kawasan masih dalam proses pembinaan dan ditargetkan pada akhir RPJMD sudah 100 

persen. Pada tahun 2021, realisasi transmigran yang ditempatkan dan dibina sebesar 97,57 

persen dari total transmigran di NTB, realisasi ini belum mencapai target karena masih ada 

transmigran yang masih dibina. 
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B. Perbandingan Kinerja Tahun 2019-2021 

Untuk mengetahui peningkatan kinerja program dan kegiatan yang mendukung 

pencapaian sasaran maka dapat dilihat pada Tabel 3.6 sebagai berikut :  

Tabel 3.6.  

Perbandingan Kinerja Tahun  2019-2021 (%) 

 

No 
Sasaran 

Strategis 
Indikator 

2019 2020 2021 

T R Capaian T R Capaian T R Capaian 

1 

Meningkatnya 

Kesempatan 

Kerja 

Masyarakat 

Persentase 

penyerapan 

angkatan 

kerja 

96,61 96,58 99,97 96,65  95,67  98,99 96,70 96,99 100,30 

2 

Mewujudkan 

hubungan 

industrial yang 

harmonis/ 

kondusif 

Persentase 

perusahaan 

yang 

harmonis/ 

kondusif 

98,74 98,77 100,03 98,75 98,74 99,97 98,77 98,97 100,20 

3 

Meningkatnya 

Transmigran 

yang 

ditempatkan 

dan dibina 

Persentase 

transmigran 

yang 

ditempatkan 

dan dibina 

100 97,57 97,57 100 97,57 97,57 100 97,57 97,57 

Sumber : Disnakertrans Prov. NTB , 2021 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat capaian sasaran (1) Meningkatnya Kesempatan 

Kerja Masyarakat merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur angkatan kerja 

yang terserap oleh pasar kerja. Penyerapan angkatan kerja 2021 sebesar 96,99 persen, hal ini 

berarti dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar tujuh orang yang bekerja. Pada tahun 

2021, kesempatan kerja masyarakat meningkat sebesar 1,32 persen poin dibandingkan tahun 

2020. Selama 3 tahun terakhir Persentase penyerapan angkatan kerja menagalami 

peningkatan yaitu 96,58 persen di tahun 2019 meningkat menjadi 96,99 persen di tahun 

2021. 

Kemudian sasaran (2) mewujudkan hubungan industrial yang harmonis/ kondusif 

dengan indikator persentase perusahaan yang harmonis/ kondusif. Kondusifitas iklim usaha 

perlu diciptakan dengan menjaga kondisi hubungan industrial yang harmonis. Hal ini sangat 

penting dalam rangka mendukung peningkatan iklim investasi di Provinsi Nusa Tenggara 

Barat. Namun pada kenyataanya, masih terjadi kasus-kasus perselisihan hubungan industrial 
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yang terjadi terlihat dari jumlah kasus hubungan industrial yang didaftarkan. Dalam 

penanganan kasus-kasus hubungan industrial ini diperlukan penyelesaian secara bipartit 

yang dapat dilakukan oleh fungsional mediator baik ditingkat provinsi maupun kabupaten. 

Sehingga jumlah pemutusan hubungan kerja dapat ditekan. Pada taun 2019 jumlah kasus 

perselisihan hubungan industrial sebanyak 59 kasus, tahun 2020 meningkat menjadi 60 

kasus dan pada tahun 2021 turun menjadi 49 kasus. Sebanding dengan turunnya jumlah 

kasus perselisihan hubungan industrial di tahun 2021, menunjukkan hubungan industrial 

yang harmonis/ kondusif dapat terwujud dengan meningkatnya Persentase perusahaan yang 

harmonis/ kondusif yaitu 98,97 persen pada tahun 2021, dibanding dengan tahun 2020 

sebesar 98,74 persen dan tahun 2019 sebesar 98,77 persen. 

Sasaran (3) yaitu meningkatnya Transmigran yang ditempatkan dan dibina dengan 

indicator Persentase transmigran yang ditempatkan dan dibina. Dengan adanya program 

transmigrasi dapat memperluas kesempatan kerja sehingga dapat menurunkan angka 

pengangguran di NTB. Kesempatan kerja ini, dominasi dibidang pertaniaa, dimana setiap 

Kepala Keluarga warga transmiran mendapat lahan pertanian seluas 2 Ha dan selama 5 

tahun mendapat pembinaan dari pemerintah baik itu peingkatan kapasitas warga transmigran 

serta serta peningkatan sarana dan prasaran di satuan permukiman.    

Sejak tahun 1977 penempatan transmigran di NTB sudah dilaksanakan, sampai 

dengan tahun 2021 sebanyak 10.700 KK yang tersebar di 46 Satuan Permukiman (SP), 

sementara sebanyak 260 KK/1 SP masih dalam proses pembinaan.Provinsi NTB memiliki 

46 satuan permukiman (SP) transmigrasi yang tersebar di P. Lombok dan P. Sumbawa. Dari 

46 satuan permukiman tersebut, 45 SP sudah diserahkan ke Kab/ Kota sebagian menjadi 

desa yang mandiri dan sebagian menjadi bagian dari desa sekitar Kawasan. Sementara 1 SP 

masih dalam tahap pembinaan oleh pemerintah pusat selama 5 tahun dan akan berkahir pada 

tahun 2023 dan kemudian akan diserahkan ke pemerintah daerah untuk menjadi desa 

mandiri atau menjadi bagian dari desa di sekitar kawasan. 

 

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah 

dalam Renstra 

Berdasrkan revisi renstra Disnakertrans 2019-2023, terdapat tiga sasaran yaitu 

Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat, Mewujudkan hubungan industrial yang 

harmonis/ kondusif dan Meningkatnya Transmigran yang ditempatkan dan dibina. Dari tabel 

di bawah, jika dibandingkan antara target renstra dengan capaian sasaran strategis yang 

sudah mencapai target sebagai berikut : 

1. Sasaran 1 (satu) Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat dengan indikator 

Persentase penyerapan angkatan kerja, capaian sasaran strategis sudah melebihi target 
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renstra 

2. Sasaran 2 (dua) Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis/ kondusif dengan 

indikator Persentase perusahaan yang harmonis/ kondusif, capaian sasaran strategis 

sudah melebihi target renstra 

3. Sasaran 3 (tiga) Meningkatnya Transmigran yang ditempatkan dan dibina dengan 

indikator Persentase transmigran yang ditempatkan dan dibina, capaian sasaran strategis 

sudah mencapai target renstra 

Tabel 3.7. 

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan  

Target Jangka Menengah dalam Renstra 

 

No Sasaran Strategis Indikator 

Target 

Renstra 

2023 (%) 

Realisasi 

Sasaran 

Strategis 

2021 (%) 

Capaian 

(%) 

1 Meningkatnya 

Kesempatan Kerja 

Masyarakat 

Persentase penyerapan 

angkatan kerja 

96,83 96,99 100,17 

2 Mewujudkan 

hubungan industrial 

yang harmonis/ 

kondusif 

Persentase perusahaan 

yang harmonis/ 

kondusif 

99,16 98,97 99,81 

3 Meningkatnya 

Transmigran yang 

ditempatkan dan 

dibina 

Persentase transmigran 

yang ditempatkan dan 

dibina 

100,00 97,57 97,57 

Sumber : Disnakertrans Prov. NTB , 2021 

 

D. Perbandingan Kinerja Tahun 2021 dengan RPJMN 

Pada Tahun 2021 pemerintah menargetkan Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional 

sebesar 6,5 persen, kemudian untuk penyerapan tenaga kerja formal dan informal sebesar 

93,5 persen untuk tingkat nasional. Sesuai dengan tabel 3.8 di bawah, Disnakertrans Prov. 

NTB memiliki 3 sasaran strategis yang mendukung peenurunan TPT. 

Untuk sasaran strategis 1 (satu) yaitu Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat 

capaian daerah melebihi dari target nasional dengan realisasi 96,99 persen, capaian 103,72 

persen. Sementara untuk sasaran strategis 2 (dua) dan 3 (tiga) tidak ada target nasional. 
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Tabel 3.8. 

Perbandingan Target [T] dan Realiasasi [R] Sasaran Strategis Daerah Dengan 

Nasional Tahun 2021 (%) 

 

No Sasaran 

Strategis 

Indikator Nasional Daerah Capaian 

(%) Target Realisasi Target Realisasi 

1 Meningkatnya 

Kesempatan 

Kerja 

Masyarakat 

Persentase 

penyerapan 

angkatan 

kerja 

93,50 93,51 96,70 96,99 103,72 

2 Mewujudkan 

hubungan 

industrial yang 

harmonis/ 

kondusif 

Persentase 

perusahaan 

yang 

harmonis/ 

kondusif 

0 0 98,77 98,97 0 

3 Meningkatnya 

Transmigran 

yang 

ditempatkan dan 

dibina 

Persentase 

transmigran 

yang 

ditempatkan 

dan dibina 

0 0 100 97,57 0 

Sumber : Disnakertrans Prov. NTB , 2021 

E. Analisa Penyebab Keberhasilan Dan Kegagalan 

Berdasarkan kinerja kegiatan pada setiap program yang mendukung sasaran organisasi 

Tahun 2021, maka dapat dilihat perbandingan target dan realisasinya sebagai berikut : 

Tabel 3.9. 

Perbandingan Target - Realisasi Perjanjian Kinerja Program Tahun 2021 

No Sasaran strategis Indikator T[%] R[%] Program 

1 Meningkatnya 

Kompetensi Tenaga 

Kerja 

Porsentase pencari 

kerja yang 

bersertifikat 

kompetensi 

20 16,77 Program Pelatihan 

Kerja dan 

Produktivitas Tenaga 

Kerja 

2 Meningkatnya 

Penempatan tenaga 

kerja 

Persentase  Pencari 

Kerja Terdaftar Yang 

Ditempatkan. 

91,74 46,15 Program Penempatan 

Tenaga Kerja 

3 Meningkatnya 

perluasan penciptaan 

kesempatan kerja 

Persentase wirausaha 

baru yang mandiri 

15 14,66 Program Penempatan 

Tenaga Kerja 

4 meningkatnya 

perusahaan yang 

melaksanakan 

Peraturan Perusahaan 

Persentase perusahaan 

yang melaksanakan 

Peraturan Perusahaan 

21,00 15,53 Program Hubungan 

Industrial 

5 Meningkatnya 

Pelayanan & 

porsentase perusahaan 

yg menerapkan 

21,00 21,49 Program Pengawasan 

Ketenagakerjaan 
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No Sasaran strategis Indikator T[%] R[%] Program 

Pengawasan 

Ketenagakerjaan 

Norma 

Ketenagakerjaan & 

K3 

6 Tercapainya 

penempatan 

transmigrasi sesuai 

MoU 

persentase 

transmigran yang 

ditempatkan 

100,00 0 Program Perencanaan 

Kawasan 

Transmigrasi 

7 Meningkatnya satuan 

permukiman yang 

menjadi desa mandiri 

persentase satuan 

permukiman yang 

mandiri 

93,75 93,75 Program 

Pengembangan 

Kawasan 

Transmigrasi 
Sumber : Disnakertrans Prov. NTB , 2021 

 

Dari tabel 3.9 di atas, pencapaian sasaran strategis yang diraih oleh Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB terdapat indikator-indikator yang melebihi target dan 

belum mencapai target dengan uraian sebagai berikut : 

1. Sasaran strategis Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja dengan indikator Porsentase 

pencari kerja yang bersertifikat kompetensi ditargetkan sebesar 20 persen dari total 

pencari kerja di NTB dan realisasi sebesar 16,77 persen. Tidak tercapainya target pada 

sasaran ini karena adanya refocusing anggaran sehingga paket-paket pelatihan bagi 

pencari kerja tidak dapat dilaksanakan. Kedepan, dalam meningkat target kinerja yang 

belum tercapai yaitu mengoptimalkan kolaborasi BLK/ LLK serta LPKS dalam melatih 

pencari kerja sehingga meeka memiliki sertifikat kompetensi sebagai salah satu syarat 

wajib di dunia kerja, meningkatkan kualitas/kapasitas instruktur dengan melakukuan 

upgrading instruktur baik di BLK/ LLK dan Lembaga Pelatihan Kerja Swsata, 

meningkatkan sarana dan prasanara pelatihan kerja, Meningkatkan Akreditasi Lembaga 

Pelatihan serta mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) NTB. 

2. Sasaran Meningkatnya perluasan penciptaan kesempatan kerja dengan indikator 

persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan. Target sasaran pada tahun 2021 

sebesar 91,74 persen dengan realisasi 46,15 persen. Terdapat 3 pola penempatan tenaga 

kerja yaitu AKL (antar kerja lokal) yaitu penempatan tenaga kerja di dalam provinsi, 

pola penempatan AKAD (antar kerja antar daerah) yaitu penempatan tenaga antar 

provinsi dan pola penempatan AKAN (antar kerja antar negara) yaitu penempatan 

tenaga kerja ke luar negeri. Tidak tercapainya target pada sasaran ini disebabkan 

sebagian besar negara penempatan ditutup akibat pandemi covid-19. Sehingga 

penampatan tenaga kerja hanya bisa dengan pola AKL dan AKAD. 

Pada tahun 2021, kinerja belum mencapai target kinerja yang ditetapkan. Beberapa 

kebijakan yang dapat dilakukan yaitu dengan mengoptimalkan/memperluas 

penyampaian informasi pasar kerja, meningkatkan MoU Penempatan tenaga kerja 

dengan pola AKAD, melaksanakan kegiatan Job Fair, meningkatkan kapasitas pencari 

kerja dengan pelatihan di BLK/LLK dan LPKS. 
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3. Sasaran strategis meningkatnya meningkatnya perluasan penciptaan kesempatan kerja 

dengan indikator persentase wirausaha baru yang mandiri. Pada tahun 2021 persentase 

wirausaha baru yang mandiri sebanyak 15 persen dengan realisasi 14,66 persen. Dari 

capaian tersebut, sudah mendekati target capaian. Hal tersebut menunjukkan semakin 

tingginya warga NTB untuk menjadi WUB terlebih lagi terbatasnya kesempatan kerja 

formal pada masa pandemi ini. Beberapa kegiatan Disnakertrans yang mendukung 

program ini yaitu pendampingan bagi WUB serta Purna PMI. Terciptanya wirausaha 

baru yang mandiri manjadi salah satu faktor penurunan TPT NTB pada tahun 2021. 

4. Sasaran strategis meningkatnya perusahaan yang melaksanakan Peraturan Perusahaan 

dengan indikator Persentase perusahaan yang melaksanakan Peraturan Perusahaan. Pada 

sasaran ini realisasi mencapai 15,53 persen masih belum mencapai target yaitu 21 

persen. Salah satunya penyebabnya adalah belum optimalnya pembinaan ke perusahaan 

karena masih banyak perusahaan yang belum memiliki peraturan perusahaan dan 

adanya refocusing anggaran. 

Beberapa kebijakan yang dapat dilakukan untuk mendukung capaian target kinerja 

kedepan yaitu dengan mengotimalkan pembinaan Perangkat Hubungan Industrial 

(PP,PKB, Struktur Skala Upah) di perusahaan, Bimtek penyusunan Peraturan 

Perusahaan, mengoptimalkan peran Tim LKS tripartit sehingga kasus perselisihan 

hubungan industrial dapat dicegah, bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi 

pekerja rentan. 

5. Sasaran strategis meningkatnya pelayanan & pengawasan ketenagakerjaan dengan 

indikator porsentase perusahaan yg menerapkan norma ketenagakerjaan & K3. Realisasi 

pada indikator ini sudah mencapai target yaitu 21,49 persen dengan target sebesar 21,00 

persen. 

Terdapat beberapa kebijakan yaitu dengan meningkatkan pembinaan ke perusahaan 

dalam rangka pelaksanaan norma ketenagakerjaan dan norma Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3), meningkatnya perusahaan yang melaksanakan wajib lapor 

ketenagakerjaan, meningkatnya perusahaan yang melakukan pengujian peralatan K3, 

meningkatnya perusahaan yang melaksanakan peraturan ketenagakerjaan. 

6. Sasaran strategis Tercapainya penempatan transmigrasi sesuai MoU dengan indikator 

persentase transmigran yang ditempatkan. Pada tahun 2021, target kinerja 100 % 

dengan realisasi 0 %, disebabkan  penenempatan transmigrasi kembali ditiadakan akibat 

pandemi dan refocusing anggaran sama seperti kondisi tahun 2020. 

Beberapa kebijakan yang dapat dilakukan yaitu dengan berkoordinasi ke Kementerian 

terkait agar kouta transmigran asal NTB dapat ditingkatkan akrena selama 2 tahun 

terakhir NTB tidak mengirim transmigram.   

7. Sasaran strategis meningkatnya satuan permukiman yang menjadi desa mandiri dengan 

indikator persentase satuan permukiman yang mandiri. Pada tahun 2021 satuan 

permukiman yang menjadi desa mandiri sebanyak 93,75 persen, sesuai dengan target 
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kinerja yang ditetapkan. Provinsi NTB memiliki sebanyak 15 satuan permukiman dari 

total sebanyak 16 satuan permukiman transmigrasi. Sementara sisanya, 1 satuan 

permukiman masih dalam proses pembinaan dari pemerintah. 

 

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Disnakertrans prov. NTB memiliki dua program unggulan yaitu “Pepadu Plus” dan 

zero unprosedural pemberangkatan PMI melalui gerakan edukasi dan sosialisasi terpadu 

menjadi Pekerja Migran Sukses melibatkan dan bersinergi dengan seluruh stakeholder 

terkait.  

Pada tahun 2021, Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) NTB meningkat tajam. 

Jika pada tahun sebelumnya berada di nomor 34 Nasional, menempati ranking 34 dari 

seluruh provinsi di Indonesia, kini melalui terobosan  “PEPADU” (Pelatihan Dan 

Pemberdayaan Tenaga Kerja Terpadu)  plus pendampingan  produktivitas wira usaha dan 

bantuan peralatan yang dilakukan oleh Disnakertrans NTB berkolaborasi dengan lembaga 

pelatihan kerja dan dunia industri, serta OPD terkait lainnya dan pada Indikator Pelaksanaan 

Pelatihan dan Kompetensi Tenaga Kerja, NTB berhasil menempati posisi terbaik nasional. 

Dari sisi lain capaian zero uprosedural PMI tahun 2021, Satgas perlindungan PMI 

NTB  mendapatkan anugerah/tropi penghargaan dari Menaker RI sebagai Satgas PPMI  

terbaik Nasional, Satgas yang responsif dan memiliki program pencegahan dan perlindungan 

PMI yang dinilai sangat produktif. 

Secara  bertahap kegiatan edukasi, sosialisasi dan pecegahan mulai dari hulu/desa 

sudah mulai menampakkan hasil. Kasus – kasus PMI bermasalahpun mulai bisa ditangani 

satu demi satu, termasuk sikat sindikat/mafia PMI kini sedang berproses dan mendapat 

dukungan dari TNI dan Polri. 

Dalam rangka mewujudkan hubungan industrial yang harmonis/ kondusif melalui 

LKS Tripartit Provinsi NTB membuka Klinik Konsultasi bagi para pekerja dan perusahaan. 

Melalui klinik konsultasi ini, para pekerja bisa berkonsultasi tentang permasalahan yang 

dihadapinya. Selain itu kerja LKS Tripartit NTB akan fokus memberikan sosialisasi dan 

edukasi pentingnya peningkatan profesionalisme, peningkatan perlindungan sosial bagi 

pekerja, terutama pekerja rentan untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan 

berkeadilan serta siap mengawal suksesnya MotoGP. 

Walaupun dengan adanya refocusing anggaran pada tahun 2021, Disnakertrans Prov. 

NTB terus bekerja, berkolaborasi optimal dengan lintas sektor dan stakeholder terkait dalam 



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 

 

Disnakertrans Prov. NTB                                                                                                                           57 
 

mencapai target sasaran yang sudah ditetapkan. Berikut perbandingan anggaran atas 

efisiensi penggunaan sumber daya pada Tahun 2021. 

 

Tabel 3.10 

Perbandingan Anggaran Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2021  

 

No Program Kegiatan 

Satuan Anggaran (Rp) Realisasi 

anggaran 

(Rp) 

Sat. Ket. 

Sebelum Menjadi Sebelum Menjadi 

1 Penempatan 

Tenaga Kerja 

Penanganan 

Pekerja Migran 

Indonesia 

Bermasalah 

12 

orang/bulan 

- 92.400.000 - - - Anggaran 

untuk honor 

tim di tahun 

2021 tidak 

ada 

2 Pengawasan 

ketenagakerjaan 

Pengawasan 

Pelaksanaan 

Norma Kerja di 

Perusahaan 

25 

perusahaan 

15 

perusahaan 

78.858.000 38.858.000 34.338.000 15 

perusahaan 

Pemotongan 

anggaran 

Tahun 2021 

  Pelayanan 

Keselamatan 

dan Kesehatan 

Kerja di 

Perusahaan 

25 

perusahaan 

15 

perusahaan 

102.648.000 77.648.000 71.634.700 15 

perusahaan 

Pemotongan 

anggaran 

Tahun 2021 

  Penegakan 

Hukum 

Ketenagakerjaan 

di Perusahaan 

15 

perusahaan 

10 

perusahaan 

93.492.700 58.492.700 57.065.100 

 

10 

perusahaan 

Pemotongan 

anggaran 

Tahun 2021 

3 Program 

Hubungan 

Industrial 

Pelaksanaan 

Operasional 

Lembaga 

Kerjasama 

Tripartit Daerah 

Provinsi 

11 lembaga 11 lembaga 83.788.700 60.288.700 60.268.700 11 lembaga Pemotongan 

anggaran 

Tahun 2021 

4 Program 

Pelatihan Kerja 

Dan 

Produktivitas 

Tenaga Kerja 

Pelaksanaan 

Latihan Kerja 

berdasarkan 

Klaster 

Kompetensi 

112 orang 48 orang 533.154.900 168.575.900 160.937.800 48 orang Pemotongan 

anggaran 

Tahun 2021 

Sumber : Disnakertrans Prov. NTB , 2021 

 

 

G. Analisa Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan 

Pencapaian Perjanjian Kinerja 

Pada Tahun 2021, secara sebagain besar program/ kegiatan disnakertrans tidak 

mencapai terget. Dalam mencapai sasaran strategis, Disnakertrans Prov. NTB memiliki 6 

program strategis.  

Pencapaian sasaran program di atas didukung pula oleh kinerja organisasi yang 

merupakan indikator dari keberhasilan pelaksanaan kegiatan di setiap unit kerja.           

Sasaran, program dan indikator kegiatan yang dimaksud dapat dilihat pada uraian         

berikut : 
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Tabel 3.11. 

Target dan Realisasi Indikator sasaran, program dan kegiatan tahun 2021 

 

Sasaran 1. 

Meningkatnya Kesempatan Kerja masyarakat 

 

Indikator Sasaran 1  Satuan Target Realisasi % Eselon 

Persentase Penyerapan Angkatan 

Kerja 

% 96,70 96,99 100,30 II 

Program 1  

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 

 

Indikator Program 1 Satuan Target Realisasi % Eselon 

Porsentase pencari kerja yang 

bersertifikat kompetensi 

% 20 16,77 83,87 III 

No Indikator Kegiatan  Satuan Target Realisasi % Eselon 

1 persentase pencari kerja/ 

calon tenaga kerja yang 

mendapatkan pelatihan 

berbasis kompetensi 

% 20 16,77 83,87 IV 

2 Persentase kejuruan 

pelatihan sesuai dengan 

kebutuhan dunia usaha, 

dunia industri 

% 100 100 100 

3 persentase lembaga 

pelatihan yang terakreditasi 

% 60 44,51 74,19 

4 Persentese instruktur yang 

di upgrading 

% 15 12,24 81,63 

5 Persentase kejuruan 

pelatihan sesuai dengan 

kebutuhan dunia usaha, 

dunia industri 

% 100 100 100 

Program 2.  

Program Penempatan Tenaga Kerja 

 

No Indikator Program 2 Satuan Target Realisasi % Eselon 

1 Persentase  Pencari Kerja 

Terdaftar Yang 

Ditempatkan. 

% 91,74 46,15 50,31 III 

2. Persentase wirausaha 

baru yang mandiri 

% 15 14,66 97,72 

No Indikator Kegiatan Satuan Target Realisasi % Eselon  

1 persentase pencari kerja 

AKL/AKAD/AKAN yang 

ditempatkan 

% 80 46,15 57,69 IV 

2 Persentase informasi pasar 

kerja yang terinformasikan 

% 100 100 100,00 

3 Persentase pencari kerja 

yang terdaftar 

% 70 59,88 85,54 
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4 persentase pencari kerja 

informal yang ditempatkan 

% 15 14,66 97,72 

  

Sasaran 2. 

Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis/ kondusif 

 

No Indikator Sasaran 2 Satuan Target Realisasi % Eselon 

1 Persentase perusahaan 

yang harmonis/ kondusif 

% 98,77 98,97 100,20 II 

Program 3. 

Program Hubungan Industrial 

 

No Indikator Program 3 Satuan Target Realisasi % Eselon 

1 Persentase perusahaan 

yang melaksnakan 

Peraturan Perusahaan 

% 21,00 15,53 73,96 III 

No Indikator Kegiatan Satuan Target Realisasi % Eselon  

1 Persentase penurunan kasus 

perselisihan hubungan 

industrial 

% 15,69 18,33 116,85 IV 

2 Persentase kasus yang 

diselesaikan 

% 100 100 100 

3 persentase Lembaga Bipartit 

di perusahaan 

% 15 6,52 43,44 

4 Persentase perusahaan yang 

menerapkan UMP/UMK 

% 15 11,13 74,21 

5 Persentase tenaga kerja 

formal yang mendapat 

jaminan sosial 

ketenagakerjaan 

% 60 39,06 65,11  

6 Persentase tenaga kerja non 

formal yang mendapat 

jaminan sosial 

ketenagakerjaan  

% 10 1,94 19,38  

Program 4 

Program Pengawasan Ketenagakerjaan 

 

No Indikator Program 4 Satuan Target Realisasi % Eselon 

1 porsentase perusahaan yg 

menerapkan Norma 

Ketenagakerjaan & K3 

 

% 21,00 21,49 102,33 III 

No Indikator Kegiatan Satuan Target Realisasi % Eselon  

1 Persentase perusahaan yang 

melaksananakan norma 

ketenagakerjaan di tempat 

kerja 

 25 21,49 85,96 IV 

2 Persentase jumlah 

perusahaan yang mematuhi 

peraturan ketenagakerjaan  

 80 77,07 96,33 

3 Persentase Perusahaan yang 

melaksanakan Norma 

Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3)  

 25 21,49 85,96 
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4 Persentase perusahaan yang 

sudah melakukan pengujian 

keselamatan dan kesehatan 

kerja (K3) 

 75 78,01 104,01 

Sasaran 3. 

Meningkatnya transmigran yang ditempatkan dan dibina 

No Indikator Sasaran 3 Satuan Target Realisasi % Eselon 

1 Persentase transmigran 

yang sudah ditempatkan 

dan dibina 

% 100,00 97,57 97,57 II 

Program 5. 

Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi 

No Indikator Program 5 Satuan Target Realisasi % Eselon 

1 persentase transmigran yang 

ditempatkan 

% 100 0 0 III 

No Indikator Kegiatan Satuan Target Realisasi % Eselon 

1 persentase lahan usaha yang 

sudah dikelola 

% 100 100 100 IV 

2 persentase calon 

transmigran yang lulus 

seleksi 

% 100 100 100  

Program 6. 

Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi 

No Indikator Program 6 Satuan Target Realisasi % Eselon 

1 persentase satuan 

permukiman yang 

mandiri 

% 93,75 93,75 100,00 III 

No Indikator Kegiatan Satuan Target Realisasi % Eselon 

1 persentase satuan 

permukiman sesuai syarat 

kelayakan 

% 100 100 100 IV 

2 Persentase transmigran yang 

memperoleh layanan 

pembinaan 

% 93,75 93,75 100  

Sumber : Disnakertrans Prov. NTB , 2021 

 

Dari tabel 3.11 di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Sasaran 1 : Meningkatnya Kesempatan Kerja masyarakat 

Dalam upaya peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi menyelenggarakan pelatihan kerja berdasarkan klaster kompetensi 

dengan kejuruan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industry. 

Training Need Analysis (TNA) yang merupakan rencana kebutuhan tenaga kerja baik 

jumlah maupun spesifikasi keterampilannya telah disusun dan menjadi acuan 

BLK/LLK/LPKS dalam menentukan jenis keterampilan yang ditawarkan kepada 

pencari kerja untuk dilatih.  

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja yang diselenggarakan oleh 
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Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, pada tahun 2021 menetapkan 

target kinerja untuk indicator persentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi 

sebesar 20 persen namun baru terealisasi sebesar 16,77 persen (tingkat capaian 

83,85%). Tahun 2021, jumlah pencari kerja bersertifikat kompetensi melalui pelatihan 

yang diselenggarakan oleh BLK/LLK, LPKS, pemagangan dalam negeri dan 

pemagangan luar negeri (program magang ke Jepang) sebanyak 13.705 tenaga kerja 

dari total pencari kerja terdaftar sebanyak 81.689 orang.  

Tabel 3.12. 

Jumlah Pencari Kerja Terdaftar dan Tenaga Kerja yang Bersertifikat 

Kompetensi Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021 

 

NO KABUPATEN / KOTA  
PENCARI KERJA 

SERTIFIKASI 

KOMPETENSI 

L P JUMLAH L P JUMLAH 

1 Kota Mataram 725 469 1.194 1.305 1.254 2.559 

2 Lombok Barat 7.996 2.463 10.459 564 379 943 

3 Lombok Utara 11.714 3.224 14.938 154 186 340 

4 Lombok Tengah 20.915 3.994 24.909 1.300 697 1.997 

5 Lombok Timur 7.412 3.680 11.092 2.520 2.419 4.939 

6 Sumbawa Barat 535 729 1.264 176 125 301 

7 Sumbawa  598 577 1.175 350 150 500 

8 Dompu 2.189 4.176 6.365 750 452 1.202 

9 Kota Bima 1.685 4.114 5.799 250 158 408 

10 Bima 2.787 1.707 4.494 306 210 516 

  JUMLAH 56.556 25.133 81.689 7.675 6.030 13.705 

Sumber : Disnakertrans Prov. NTB , 2021 

Pada tahun 2021, jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis 

kompetensi di BLK/LLK sebanyak 2.528 orang, sebagaimana table berikut. 

Table 3.13 

Jumlah Pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan Keterampilan Berbasis 

Kompetensi  di BLK/LLK tahun 2019-2021 

 

No. BLK / LLK 
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Total 

Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 

  PBK UPTP dan UPTD 7.840 7.840 2.400 2.400 2.528 2.528 12.768 

1 BLK Lombok Timur 1.856 1.856 720 720 592 592 3.168 

2 BLK Provinsi NTB 1.408 1.408 592 592 480 480 2.480 

3 LLK Selong 1.840 1.840 320 320 400 400 2.560 

4 BLK Kabupaten 

Lombok Tengah 

736 736 160 160 240 240 1.136 

5 LLK Disnakertrans 

Kab.Sumbawa 

624 624 192 192 240 240 1.056 
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No. BLK / LLK 
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Total 

Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 

6 BLK Disosnakertrans 

Kab.Sumbawa Barat 

288 288 144 144 240 240 672 

7 BLK Kabupaten 

Lombok Utara 

240 240 96 96 96 96 432 

8 LLK Bima 848 848 176 176 240 240 1.264 

Sumber : Disnakertrans Prov. NTB , 2021 

Dari 2.528 orang yang dilatih di tahun 2021, hanya 27,73 persen (701 orang) yang 

ditempatkan di DUDI. Tidak terserapnya semua lulusan pelatihan disebabkan 

terbatasnya kesempatan kerja di sector formal. 

Grafik 3.6 

Penempatan Hasil Lulusan Pelatihan Tahun 2021 (Orang) 

 

 Sumber : Disnakertrans Prov. NTB , 2021 

Selain itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan pula akreditasi 

Lembaga pelatihan kerja agar Lembaga pelatihan yang menyelenggarakan pelatihan 

keterampilan benar-benar Lembaga pelatihan yang sudah terakreditasi. Sampai dengan 

tahun 2021 instruktur yang telah diupgrading sebanyak 48 orang. 

Tabel 3.14 

 Upgrading Instruktur pada Lembaga pelatihan kerja milik pemerintah 

 (BLK/LLK) tahun 2021 

 

No. Unit Kerja Program Kejuruan Jumlah 

Instruktur 

1 BLK NTB  10 

  a) Otomotif Tek. Kendaraan Ringan 

(R4) 

1 

b) TIK 2 

c) Teknik Pendingin 1 

d) Otomotif Sepeda Motor 1 
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No. Unit Kerja Program Kejuruan Jumlah 

Instruktur 

e) Perhotelan 2 

f) Bisnis dan Manajamen 1 

g) Las 1 

h) Menjahit 1 

2 LLK Bima  7 

  a) Servis Sepeda Motor 1 

b) Menjahit Pakaian Dasar 2 

c) Operator Komputer 1 

d) Telekomunikasi 2 

e) Bisnis dan Manajemen 1 

3 LLK Sumbawa  5 

  a) Otomotif 2 

b) TIK 1 

c) Teknik Las 1 

d) Teknik Listrik 1 

4 LLK Sumbawa Barat  5 

  a) PROGRAM OTOMOTIF 1 

b) PROGRAM LISTRIK 1 

c) PROGRAM MENJAHIT 1 

d) PROGRAM LAS SMAW 3G 1 

e) PROGRAM AC 1 

5 LLK Lombok Tengah  7 

  a) Listrik 2 

b) Teknik Las  1 

c) Teknologi Informasi dan 

Komunikasi 

1 

d) Bangunan 1 

e) Menjahit 1 

f) Otomotif 1 

6 LLK Selong  12 

  a) Bangunan 1 

b) Teknologi Informasi dan 

Komunikasi 

4 

c) Elektronika 1 

d) Bisnis dan manajemen 1 

e) Otomotif 2 

f) Garmen apareal 1 

g) Tata rias 1 

h) Teknik mekanik 1 

7 UPTD LLK Lombok  2 
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No. Unit Kerja Program Kejuruan Jumlah 

Instruktur 

Utara 

  a) Perhotelan 1 

b) Pengolahan hasil pertanian 1 

Total instruktur 48 

Sumber : Disnakertrans Prov. NTB , 2021 

Sampai dengan tahun 2021, ada sebanyak 319 Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 

(LPKS), dan sebanyak 142 lembaga yang sudah terakreditasi dan 177 belum 

terakreditasi serta 59 sudah verifikasi internal. Adapun jumlah pencari kerja yang 

mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi oleh LPKS sebanyak 10.807 orang, 

sebagaimana tabel berikut. 

Tabel 3.15 

Lembaga pelatihan kerja Swasta (LPKS) tahun 2021 

 

NO 
KABUPATEN / 

KOTA  

JUMLAH 

LPKS 

JUMLAH 

INSTRUKTU

R 

HASIL 

PELATIH

AN 

SUDAH 

AKREDITA

SI 

BELUM 

AKREDITA

SI 

SUDAH 

VIN 

1 Provinsi NTB - - - - - 1 

2 Kota Mataram 42 289 2.326 23 19 10 

3 Lombok Barat 37 119 1.366 18 19 6 

4 Lombok Utara 20 27 200 2 18 - 

5 Lombok Tengah 65 242 1.980 45 20 21 

6 Lombok Timur 77 179 1.221 31 46 15 

7 Sumbawa Barat 9 38 318 4 5 2 

8 Sumbawa  33 72 499 5 28 2 

9 Dompu 12 52 1.838 5 7 - 

10 Kota Bima 12 44 499 6 6 2 

11 Bima 12 33 560 3 9 - 

  JUMLAH 319 1.095 10.807 142 177 59 

Sumber : Disnakertrans Prov. NTB , 2021 

Tahun 2021, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga menyelenggarakan pelayanan 

antar kerja lintas daerah kabupaten/kota, meskipun kesempatan kerja di sector formal 

masih terbatas karena adanya pandemic covid-19. Selain itu dalam rangka penempatan 

tenaga kerja, pemerintah Provinsi NTB juga mengelola informasi pasar kerja dengan 

tujuan agar pencari kerja memperoleh informasi seluas-luasnya terkait kesempatan 

kerja yang tersedia. Kesempatan kerja yang diinformasikan tidak saja di dalam 

daerah/negeri saja melainkan kesempatan kerja di luar negeri pun diinformasikan. 

Tahun 2021, sebanyak 37.701 lowongan kerja terdaftar untuk penempatan tenaga kerja 
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dalam negeri dan didominasi oleh sector informal. Sementara kesempatan kerja untuk 

penempatan luar negeri sebanyak 581 lowongan untuk sector formal. 

Tabel 3.16 : pencari kerja terdaftar dan  

lowongan kerja terdaftar (dalam negeri)  tahun 2021 

 

  Pencari Kerja Terdaftar Lowongan Kerja Terdaftar 

Kabupaten/Kota Registered Job Applicants Register Job Vacancies 

Regency/Municipality Laki-laki Perempuan Jumlah Laki-laki Perempuan Jumlah 

  Male Female Total Male Female Total 

Lombok Barat 7.996 2.463 10.459 600 400 1.000 

Lombok Tengah 11.714 3.224 14.938 2.580 2.005 4.585 

Lombok Timur 20.915 3.994 24.909 3.750 2.700 6.450 

Sumbawa 7.412 3.680 11.092 6.386 3.850 10.236 

Dompu 598 577 1.175 3.176 550 3.726 

Bima 2.189 4.176 6.365 300 455 755 

Sumbawa Barat 535 729 1.264 549 550 1.099 

Lombok Utara 2.787 1.707 4.494 2.050 1.750 3.800 

Kota Mataram 725 469 1.194 1.500 2.000 3.500 

Kota Bima 1.685 4.114 5.799 1.750 800 2.550 

Jumlah Total 56.556 25.133 81.689 22.641 15.060 37.701 
Sumber : Disnakertrans Prov. NTB , 2021 

 

Tabel 3.17 

Pencari Kerja Terdaftar Dan Lowongan Kerja Terdaftar (Luar Negeri) Tahun 2021 

 

NO NEGARA PENEMPATAN 

KEBUTUHAN TENAGA KERJA 

(LOWONGAN) 

L P JUMLAH 

1 MALAYSIA 517 17 534 

2 UEA 2 0 2 

3 TAIWAN 0 0 0 

4 HONGKONG 0 3 3 

5 SINGAPURA 0 0 0 

6 OMAN 0 0 0 

7 QATAR 2 1 3 

8 KUWAIT 1 0 1 

9 BRUNAI DARUSSALAM 0 0 0 

10 SAUDI ARABIA 8 3 11 

11 MAKAU 0 0 0 

12 JEPANG 13 0 13 

13 POLANDIA 0 0 0 

14 PAPUA NEW GUINEA 14 0 14 

15 KOREA SELATAN 0 0 0 

JUMLAH 557 24 581 

Sumber : Disnakertrans Prov. NTB , 2021 

Penempatan PMI di luar negeri memberikan dampak ekonomi yaitu adanya 

penerimaan remittance oleh pemerintah Provinsi NTB yang dikirim melalui Bank 
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Indonesia maupun Kantor Pos. Perkembangan penerimaan remittance yang diterima 

pemerintah Provinsi NTB tahun 2018-2021 adalah sebagaimana tabel berikut. 

Tabel 3.18 

 Rekapitulasi Data Remittance PMI Provinsi NTB Tahun 2018-2021 

SUMBER 

DATA  

NEGARA 

TUJUAN  

TAHUN  

2017 2018 2019 2020 2021 

BANK 

INDONESIA  

SAUDI 

ARABIA  162.564.489.112,44 
184.969.186.516,59 124.167.424.285,09 162.808.726.668,89 

103.659.862.699,12 

UNI EMIRAT 

ARAB  
15.147.508.917,72 

14.805.711.657,17 21.104.482.040,33 40.663.498.125,94 

42.984.863.060,83 

KUWAIT  
3.668.137.314,00 

3.716.042.542 55.790.375,00 133.412.619,00 
34.111.782,00 

QATAR  
3.876.703.245,53 

2.939.069.983,01 1.657.694.756,00 1.013.758.732,00 
1.557.439.624,00 

JORDAN  
- 

- - - 
- 

KOREA  
143.556.838,43 

487.346.325,54 240.223.316,00 1.645.846.917,00 
171.827.119,00 

MALAYSIA  
15.718.422.386,38 

11.083.680.795,15 5.334.555.024,56 5.108.644.133,06 
2.699.099.611,07 

BRUNEI  
23.326.290,00 

- - - 
108.907.524,50 

FILIPINA  
6.451.070,00 

20.570.680,00 3.246.720,00 - 
16.115.551,00 

HONGKONG  
747.358.751,75 

686.556.546,61 408.474.047,00 11.012.259.545,00 
1.515.759.254,85 

JEPANG / 

TOKYO  3.814.397.565,25 
5.113.238.030,29 10.547.303.650,47 7.477.700.631,11 

3.018.055.571,45 

SINGAPURA  
856.817.845,77 

1.489.231.574,98 1.300.535.087,67 1.409.556.583,16 
768.628.411,03 

NEGARA 

LAIN  132.986.012.240,94 
121.765.071.537,34 97.348.777.348,87 105.484.188.461,09 

93.291.306.715,40 

JUMLAH DATA 

REMITANSI DARI  BI  339.553.181.578,21 
347.075.706.188,68 262.168.506.650,99 336.757.592.396,25 249.825.976.924,25 

BPS  Data transasksi 

remitansi bayar   TKI 

melalui (Western 

Union, Kantor Pos & 

Pegadaian)  

1.216.589.361.955,00 967.094.108.462.00 956.205.800.760,00 - - 

JUMLAH  1.556.142.543.533,21 1.314.169.814.650,68 1.218.374.307.410,99 336.757.592.396,25 249.825.976.924,25 

Sumber : BI, Tahun 2017-2021 dan BPS NTB, 2017-2021. 

 

Dalam upaya menekan penempatan PMI secara illegal, Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi NTB telah melakukan pendataan dan pembinaan rutin kepada 

Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang ada di NTB. 

Perkembangan jumlah PPTKIS di Provinsi NTB tahun 2019-2021 menurut 

kabupaten/kota adalah sebagaimana tabel dibawah ini. 
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Tabel 3.19  

Perkembangan Jumlah PPTKIS di Provinsi NTB  

Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018-2021 

 

NO KAB/KOTA 
PUSAT CABANG 

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

1. Kota Mataram 9 9 7 1 22 32 32 14 

2. Lombok Barat 2 2 2 1 4 6 4 2 

3. Lombok Utara 0 0 0 0 1 1 1 0 

4. Lombok Tengah 1 1 1 0 13 14 11 9 

5. Lombok Timur 0 1 1 0 10 11 12 9 

6. Sumbawa 0 0 0 0 29 26 19 3 

7. Sumbawa Barat 0 0 0 0 0 0 2 0 

8. Dompu 0 0 0 0 1 2 1 0 

9. Bima 0 0 0 0 5 1 2 5 

10. Kota Bima 0 0 0 0 1 8 5 1 

JUMLAH 13 12 11 2 121 86 89 45 

Sumber : Disnakertrans Prov. NTB , 2021 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB telah menangani sebanyak 1.008 

orang PMI bermasalah pada tahun 2021, jika dibandingkan dengan tahun 2020, jumlah 

PMI bermasalah yang ditangani tahun 2021, mengalami penurunan 

Tabel 3.20 

Perkembangan Penanganan PMI Bermasalah di Provinsi NTB 

Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021 

 

NO. KABUPATEN/KOTA KASUS SELESAI BELUM JUMLAH 

1.  BIMA 48 40 8 48 

2.  KOTA BIMA 10 10 - 10 

3.  DOMPU 28 22 6 28 

4.  LOMBOK BARAT 107 93 14 107 

5.  LOMBOK TENGAH 245 225 20 245 

6.  LOMBOK TIMUR 376 353 23 376 

7.  LOMBOK UTARA 27 21 6 27 

8.  MATARAM 18 13 5 18 

9.  SUMBAWA 120 84 36 120 

10.  SUMBAWA BARAT 28 21 7 28 

11.  LAIN - LAIN 1 1 - 1 

 TOTAL 1.008 883 125 1.008 

Sumber : Disnakertrans Prov. NTB , 2021 

Sebagian besar Kasus/permasalahan Penanganan PMI Bermasalah di Provinsi NTB 

yaitu 42,96 persen PMI bermasalah, pencegahan pemberangkatan PMI 41,23 persen 

dan PMI meninggal karena sakit sebesar 11,11 persen. 
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Grafik 3.7 

 Jenis Kasus/permasalahan Penanganan PMI Bermasalah di Provinsi NTB 2021 

 

 Sumber : Disnakertrans Prov. NTB , 2021 

 

 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB tahun 2021, mengukur 

meningkatnya kesempatan kerja masyarakat melalui indikator persentase penyerapan 

angkatan kerja. Dari target 96,70 persen, realisasi persentase penyerapan angkatan 

kerja tahun 2021 sebesar 96,99 persen (capaian 100,30 persen). Sebanyak 37.701 

pencari kerja terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi NTB yang telah ditempatkan 

pada tahun 2021, seperti pada tabel berikut. 

Tabel 3.21 

Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan Tahun 2021 

 

No 

Kab/Kota 

Daerah Asal 

Pencari Kerja 

Pencari Kerja 
Pencari Kerja Yang 

Ditempatkan 

Pencari Kerja Yang Belum 

Ditempatkan / Masih 

Menganggur 

L P Jumlah L P Jumlah L P Jumlah 

1 Kota Mataram 725 469 1.194 600 400 1.000 125 69 194 

2 Lombok Barat 7.996 2.463 10.459 2.580 2.005 4.585 5.416 458 5.874 
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No 

Kab/Kota 

Daerah Asal 

Pencari Kerja 

Pencari Kerja 
Pencari Kerja Yang 

Ditempatkan 

Pencari Kerja Yang Belum 

Ditempatkan / Masih 

Menganggur 

L P Jumlah L P Jumlah L P Jumlah 

3 
Lombok 

Tengah 
11.714 3.224 14.938 3.750 2.700 6.450 7.964 524 8.488 

4 Lombok Timur 20.915 3.994 24.909 6.386 3.850 10.236 14.529 144 14.673 

5 Sumbawa 7.412 3.680 11.092 3.176 550 3.726 4.236 3.130 7.366 

6 Ksb 535 729 1.264 300 455 755 235 274 509 

7 Dompu 598 577 1.175 549 550 1.099 49 27 76 

8 
Kabupaten 

Bima 
2.189 4.176 6.365 2.050 1.750 3.800 139 2.426 2.565 

9 Kota Bima 1.685 4.114 5.799 1.500 2.000 3.500 185 2.114 2.299 

10 Klu 2.787 1.707 4.494 1.750 800 2.550 1.037 907 1.944 

  Jumlah 56.556 25.133 81.689 22.641 15.060 37.701 33.915 10.073 43.988 

Sumber : Disnakertrans Prov. NTB , 2021 

Berdasarkan Berita Resmi Statistik, BPS NTB Agustus 2021, penempatan tenaga kerja 

terjadi baik pada sektor formal maupun informal. Pada tahun 2021, penduduk yang 

bekerja di sektor informal sebanyak 1,96 juta orang (73,89 persen), sedangkan yang 

bekerja di sektor formal sebanyak 693,75 ribu orang (26,11 persen). Penduduk bekerja 

di sector informal pada Agustus 2021 naik sebesar 0,43 persen poin jika dibandingkan 

Agustus 2020, tetapi apabila dibandingkan Februari 2021 pekerja informal turun 

sebesar 0,80 persen poin 

Grafik 3.8  

Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Formal dan Informal Tahun 2020- 2021 

 

Sumber : BPS Prov. NTB , 2021 (data diolah) 

 

Pelayanan perizinan Tenaga Kerja Asing (TKA) pada tahun 2021 ditargetkan 

sebanyak 300 orang namun realisasi sebanyak 91 orang, hal ini disebabkan karena 

proses izin perpanjangan tenaga kerja asing sudah diambil alih oleh pemerintah pusat, 

sehingga peran pengawasan pemerintah provinsi menjadi tidak optimal. Adapun 

jumlah TKA yang ada di NTB tahun 2021 menurut kewarganegaraannya adalah 

sebagai berikut. 
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Tabel 3.22 

Jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) di Provinsi NTB 

Menurut Kewarganegaraan Tahun 2021 

 

No. Asal Negara WNA 
Jenis Kelamin 

L P JUMLAH 

1 Australia 15 3 18 

2 Amerika 4 3 7 

3 Jerman 2 2 4 

4 Italia 0 2 2 

5 Inggris 10 8 18 

6 Prancis 5 1 6 

7 Polandia 0 0 0 

8 Selandia Baru 0 0 0 

9 Belanda 0 4 4 

10 Netherland Antiles 0 0 0 

11 Finladia 1 1 2 

12 Afrika Selatan 3 0 3 

13 Belgia 0 0 0 

14 Korea Selatan 2 1 3 

15 Malaysia 0 0 0 

16 Spanyol 1 0 1 

17 Swetzerland 0 0 0 

18 Swedia 2 3 5 

19 New Zaeland 1 2 3 

20 Netherland Antiles 0 0 0 

21 Canada 0 1 1 

22 Jepang 1 0 1 

23 Irladia 1 1 2 

24 Norwegia 1 0 1 

25 Brasil 0 0 0 

26 YAMAN REPUBLIK 1 0 1 

27 Filipina 2 1 3 

28 Belarusia 0 0 0 

29 Slovakia 0 0 0 

30 India 2 0 2 

31 Peru 1 0 1 

32 Tunisia 1 0 1 

33 Rusian Federatin 1 0 1 

34 Republik Rakyat Cina 0 1 1 

   Jumlah ............. 57 34 91 

Sumber : Disnakertrans Prov. NTB , 2021 
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2. Sasaran 2 : Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis/ kondusif  

Dalam upaya menurunkan jumlah kasus-kasus hubungan industrial seperti mogok 

kerja, pemutusan hubungan kerja, dan penutupan perusahaan yang berdampak pada 

kepentingan di daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB pada 

tahun 2021 telah melakukan upaya pencegahan dan penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial dalam bentuk sosialisasi kepada perusahaan, melakukan 

pembinaan kepada Lembaga Kerjasama bipartite di perusahaan, menetapkan upah 

minimum provinsi dan kab/kota sebagai jaring pengaman bagi pekerja untuk 

mendapatkan pendapatan yang layak, mendorong pengusaha agar memberi jaminan 

kepada pekerjanya yaitu jaminan social ketenagakerjaan. Selain itu untuk menjaga 

norma ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja, 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB pada tahun 2021 melalui 

fungsional pengawas ketenagakerjaan telah melakukan pengawasan penerapan norma 

ketenagakerjaan dan K3 kepada perusahaan serta kepatuhan perusahaan terhadap 

peraturan ketenagakerjaan.  

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis ”hubungan industrial yang 

harmonis/kondusif” dengan indikator persentase perusahaan  yang harmonis/kondusif, 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB tahun 2021 telah menetapkan 

target sebesar 98,77 persen, terealisasi 98,97 persen (capaian 100,20%). Capaian 

melampaui target yang ditetapkan disebabkan meningkatnya perusahaan yang 

menjalankan peraturan ketenagakerjaan sehingga konflik atau kasus hubungan 

industrial  dapat ditekan untuk menjaga hubungan harmonis antara pekerja dan 

pengusaha. Selain itu disebabkan oleh meningkatnya perusahaan yang melaksanakan 

norma kerja dan K3 sehingga kepastian hak-hak pekerja dalam pemenuhan standar 

hidup serta keselamatan dan kesehatan kerja dapat terjamin. 

Pada tahun 2021, kasus perselisihan hubungan industrial yang sudah diselesaikan 

sebanyak 49 kasus dengan melibatkan 49 perusahaan dan tenaga kerja sebanyak 207 

orang. Dari data tersebut, persentase perusahaan yang berselisih hanya 1,03 persen 

dari total perusahaan di NTB sebanyak 4.779 perusahaan.  

Jumlah perusahaan yang menerapkan peraturan perusahaan sebanyak 572 perusahaan 

dari total perusahaan yang terdaftar wajib lapor ketenagakerjaan sebagaimana tabel di 

bawah ini. 
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Tabel 3.23 

Perusahaan Yang Memiliki Perangkat Hubungan Industrial (PP) Tahun 2021 

 

Provinsi/Kabupaten/ 

Kota 

Jumlah 

Perusahaan 

Wajib 

Lapor 

Klasifikasi Perusahaan 
Perangkat hubungan 

Industrial 

Besar Menengah Kecil Mikro Jumlah PP PKB SP Tripartit 

Kota Mataram 1.138 41 159 153 785 1.138 35 26 63 21 

Kota Bima 269 4 15 22 228 269 51 18 15 15 

Sumbawa Barat 96 6 14 11 65 96 27 9 5 3 

Sumbawa 485 2 36 49 398 485 64 38 26 19 

Lombok Utara 334 3 68 82 181 334 50 20 18 16 

Lombok Timur 245 7 32 39 167 245 36 18 13 11 

Lombok Tengah 459 7 70 87 295 459 233 96 25 59 

Lombok Barat 518 9 52 61 396 518 50 28 28 19 

Dompu 92 1 - 15 76 92 21 9 5 8 

Bima 47 
 

6 5 36 47 5 3 3 2 

Jumlah 3.683 80 452 524 2.627 3.683 572 265 201 173 

Sumber : Disnakertrans Prov. NTB , 2021 

Indikator hubungan industrial yang harmonis di perusahaan adalah perusahaan yang 

menjalankan peraturan perusahaan, perusahaan yang mampu meminimalkan terjadinya 

perselisihan HI, perusahaan yang mampu membina Lembaga bipartite, perusahaan 

yang mampu memberikan perlindungan jaminan sosial tenaga kerja kepada pekerjanya 

serta perusahaan yang menerapkan UMP/ UMK. 

Dalam rangka memediasi perselisihan hubungan industrial antar pengusaha dan 

pekerja, pada tahun 2021,  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, dari 

49 kasus yang diperselisihkan oleh perusahaan dengan melibatkan 207 orang tenaga 

kerja,  jumlah kasus yang diselesaikan secara Bipartit sebanyak 16 kasus, diselesaikan 

melalui Perjanjian Bersama sebanyak 19 kasus, diselesaikan melalui anjuran sebanyak 

6 kasus dan 7 kasus sisanya masih dalam proses penyelesaian di kabupaten/kota. 

Tabel 3.24  

Kasus Perselisihan Hubungan Industrial Tahun 2021 

 

KABUPATEN/KOTA 

PERSELISIHAN 

HAK 

PERSELISIHAN 

PHK 

KASUS TK KASUS TK 

Kota Mataram - - 32 60 

Lombok Barat 1 7 3 3 

Lombok Tengah - - - - 

Lombok Timur 1 40 2 2 



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 

 

Disnakertrans Prov. NTB                                                                                                                           73 
 

Lombok Utara - - 9 45 

Sumbawa Barat - - - - 

Sumbawa - - - - 

Dompu - - - - 

Kab. Bima 1 50 - - 

Kota Bima - - - - 

Total 3 97 46 110 

Sumber : Disnakertrans Prov. NTB , 2021 

Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTB dalam menekan jumlah perselisihan 

antara perusahaan dengan pekerja adalah melalui bertambahnya Lembaga bipartite di 

perusahaan dalam rangka membangun hubungan industrial yang harmonis, dinamis, 

berkeadilan dan bermartabat. Pada tahun 2021 sebanyak 240 perusahaan yang sudah 

mempunyai LKS Bipartit dari total perusahaan yang sudah terdaftar wajib lapor 

ketenagakerjaan sebagaimana table berikut. 

Tabel 3.25 

LKS Bipartit di Perusahaan Tahun 2021 

 

No. Kab/ Kota Jumlah Perusahaan 

1  KOTA MATARAM 74 

2  KABUPATEN LOMBOK BARAT 43 

3  KABUPATEN LOMBOK UTARA 34 

4  KABUPATEN LOMBOK TENGAH 11 

5  KABUPATEN LOMBOK TIMUR 26 

6  KABUPATEN SUMBAWA BARAT 20 

7  KABUPATEN SUMBAWA  11 

8  KABUPATEN DOMPU 5 

9  KOTA BIMA 7 

10  KABUPATEN BIMA 9 

  Jumlah 240 

Sumber : Disnakertrans Prov. NTB , 2021 

Upah Minimum Provinsi (UMP) NTB Tahun 2021 berlaku 1 Januari 2021 s.d 31 

Desember 2021, ditetapkan berdasar Surat Keputusan Gubernur NTB No. 561-772 

tahun 2020, tanggal 27 Oktober 2020. Sebelum ditetapkan, telah berlangsung sidang 

untuk merumuskan dan membahas usulan Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 

NTB yang melibatkan unsur Dewan Pengupahan Provinsi NTB, yaitu: unsur 

APINDO, Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, serta unsur Pemerintah. Upah 

Minimum Provinsi untuk tahun 2021 telah ditetapkan sebesar Rp.2.183.000,-, jumlah 
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ini sama dengan tahun 2020 karena memperhatikan banyaknya perusahaan yang 

terdampak akibat pandemi covid-19 

Tabel 3.26 

Data besaran UMP/UMK dan Prosentase Kenaikan di Provinsi NTB Tahun 2021 

 

NO. PROV./KAB/KOTA 

 BESARAN 

UMP / UMK 

2021 (RP.)  

BESARAN UMP/UMK 2020 
NO. DAN TANGGAL SK  GUBERNUR  

NTB UMP/ UMK TAHUN 2021 
UMP/ UMK 

2020 (RP.) 

% KENAIKAN 

2020 - 2021  

1 Prov. NTB 2.183.883 2.183.883 0,00 No. 561-772 TH. 2020, Tgl. 27/10-2020 

2 Kota Mataram  2.184.485 2.184.485 0,00 No. 561-899 TH. 2020, Tgl. 14/12-2020 

3 Kab. Lombok Barat  2.184.425 2.184.425 0,00 No. 561-898 TH. 2020, Tgl. 14/12-2020 

4 Kab. Lombok Tengah 2.192.987 2.192.987 0,00 No. 561-897 TH. 2020, Tgl. 14/12-2020 

5 Kab. Lombok Timur  2.184.197 2.184.197 0,00 No. 561-896 TH. 2020, Tgl. 14/12-2020 

6 Kab. Lombok Utara  2.186.053 2.186.053 0,00 No. 561-895 TH. 2020, Tgl. 14/12-2020 

7 Kab. Sumbawa Barat  2.278.710 2.278.710 0,00 No. 561-894 TH. 2020, Tgl. 14/12-2020 

8 Kab. Sumbawa  2.201.613 2.201.613 0,00 No. 561-893 TH. 2020, Tgl. 14/12-2020 

10 Kab. Bima  2.229.880 2.229.880 0,00 No. 561-891 TH. 2020, Tgl. 14/12-2020 

9 Kab. Dompu  2.187.562 2.187.562 0,00 No. 561-861 TH. 2020, Tgl. 4/12-2020 

11 Kota Bima  2.225.000 2.225.000 0,00 No. 561-892 TH. 2020, Tgl. 14/12-2020 

Sumber : Disnakertrans Prov. NTB , 2021 

 

Grafik 3.9  

Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTB Tahun 2021 
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 Sumber : Disnakertrans Prov. NTB , 2021 

 

Dalam  memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada para pekerja, pemerintah 

membentuk BPJS Ketenagakerjaan. Pemberi pekerjaan wajib untuk mendaftarkan 

karyawannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Untuk manfaatnya, dapat 

dinikmati baik saat masih bekerja ataupun saat purna kerja. Manfaat BPJS 

Ketenagakerjaan untuk karyawan terbagi dalam empat program yaitu jaminan 
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kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua dan jaminan kematian. Manfaat-

manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan dapat dinikmati pekerja Indonesia baik di dalam 

maupun di luar negeri. Sampai dengan tahun 2021 jumlah pekerja yang terdaftar 

sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 266.508 orang terdiri dari pekerja 

formal 229.836 orang dan pekerja informal sebanyak 36.672 orang. 

Tabel 3.27 

Jumlah Tenaga Kerja Di NTB Yang Terdaftar Sebagai Anggota BPJS 

Ketenagakerjaan Tahun 2021 

 

No. Tenaga Kerja Peserta Aktif 
Jumlah tenaga 

Kerja 
% 

1 Formal 229.836 588.367 39,06 

  - Penerima upah 84.927 
  

  - Non ASN 38.724 
  

  - PMI 4.013 
  

  - Jasa Konstruksi 102.172 
  

2 Informal 36.672 1.892.440 
 

  - Bukan Penerima upah 36.672 1.892.440 1,94 

  TOTAL >>> 266.508 2.480.807 10,74 

Sumber : Disnakertrans Prov. NTB , 2021 

Pada tahun 2021 sebanyak 1.027 perusahaan yang sudah menerapkan norma 

ketenagakerjaan dan norma K3 baik itu di perusahaan besar, menengah dan kecil.  

Pengawasan ketenagakerjaan merupakan salah satu cara untuk melaksanakan dan 

memastikan pelaksanaan peraturan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai 

peraturan atau hukum yang yang berlaku. Pengawas ketenagakerjaan merupakan pilar 

penting dalam penegakan hukum ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan di 

Indonesia diatur di dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hukum 

ketenagakerjaan mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja 

pada waktu sebelum, selama, dan sesudah kerja. Selain itu, hukum ketenagakerjaan 

juga mengatur hubungan antara tenaga kerja dengan pengusaha. Hubungan kerja 

terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Hubungan 

kerja terdiri dari dua macam hubungan yaitu hubungan kerja berdasarkan Perjanjian 

Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja 

Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).  

Sampai dengan tahun 2021 sebanyak 3.683 perusahaan yang sudah melakukan wajib 

lapor ketenagakerjaan. Menurut Undang-undang, setiap perusahaan memiliki 

kewajiban untuk melaporkan informasi ketenagakerjaan di perusahaannya setiap 
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tahunnya secara tertulis kepada Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang  ditunjuk. 

Wajib lapor ketenagkerjaan sebagai indikator bagi perusahaan dalam menjalankan 

program kesejahteraan karyawan,  agar terhindar dari sanksi baik sanksi administrasi 

maupun sanksi pidana selain itu bertujuan untuk menertibkan perusahaan, serta 

sebagai persyaratan wajib apabila perusahaan ingin menggunakan tenaga kerja asing. 

Tabel 3.28 

Perusahaan Yang Sudah Melaksanakan Wajib Lapor Ketenagakerjaan 

 Tahun 2021 

 

Provinsi/Kabupaten/ 

Kota 

Jumlah 

Perusahaan 

Wajib 

Lapor 

Jumlah Tenaga Kerja Klasifikasi Perusahaan 

Pria Wanita Jumlah Besar 
Mene 

ngah 
Kecil Mikro Jumlah 

Kota Mataram 1.138 16.200 7.987 24.187 41 159 153 785 1.138 

Kota Bima 269 946 576 1.522 4 15 22 228 269 

Sumbawa Barat 96 4.153 303 4.456 6 14 11 65 96 

Sumbawa 485 1.771 342 2.113 2 36 49 398 485 

Lombok Utara 334 2.927 1.080 4.007 3 68 82 181 334 

Lombok Timur 245 2.287 587 2.874 7 32 39 167 245 

Lombok Tengah 459 4.453 1.392 5.845 7 70 87 295 459 

Lombok Barat 518 3.323 979 4.302 9 52 61 396 518 

Dompu 92 888 112 1.000 1 - 15 76 92 

Bima 47 221 46 267 
 

6 5 36 47 

Jumlah 3.683 37.169 13.404 50.573 80 452 524 2.627 3.683 

Sumber : Disnakertrans Prov. NTB , 2021 

Peningkatan pelayanan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di perusahaan 

merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, sehingga 

dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja/penyakit akibat kelalaian kerja yang 

mengakibatkan menurunnya produktivitas kerja. Di tahun 2021, sebanyak 415 

perusahaan yang sudah melaksanakan pengujian K3 dengan rincian pesawat uap 17 

perusahaan, bejana tekan 42 perusahaan, kesehatan kerja 57 perusahaan dan 

lingkungan kerja 93 perusahaan. 

Table 3.29 

Jumlah dan Jenis Pengujian K3 di Perusahaan Tahun 2021 

 

KABUPATEN / KOTA 

JENIS PENGUJIAN 

JUMLAH PESAWAT 

UAP 

BEJANA 

TEKANAN 

PENCEGAH 

KEBAKARA

N 

KESEHAT

AN KERJA 

LINGKUNG

AN KERJA 

Kabupaten Bima 1 1 12 2 5 19 

Kabupaten Dompu 1 5 13 4 4 27 

Kabupaten Lombok Barat 4 4 20 4 14 46 
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KABUPATEN / KOTA 

JENIS PENGUJIAN 

JUMLAH PESAWAT 

UAP 

BEJANA 

TEKANAN 

PENCEGAH 

KEBAKARA

N 

KESEHAT

AN KERJA 

LINGKUNG

AN KERJA 

Kabupaten Lombok 

Tengah 
3 6 22 5 

8 44 

Kabupaten Lombok 

Timur 
1 2 21 2 

9 35 

Kabupaten Lombok Utara 2 7 15 12 6 42 

Kabupaten Sumbawa 3 5 15 5 17 37 

Kabupaten Sumbawa 

Barat 
1 6 17 6 

5 34 

Kota Bima 0 2 11 2 5 20 

Kota Mataram 1 4 60 15 20 100 

Total 17 42 206 57 93 415 

Sumber : Disnakertrans Prov. NTB , 2021 

 

Pada tahun 2021, terjadi sebanyak 19 kasus kecelakaan kerja dengan jumlah korban 

kecekaan (ringan) 16 kasus, cacat 2 kasus dan meninggal 1 kasus 

Tabel 3.30 

Kecelakaan Kerja tahun 2021 

 

 


   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Sumber : Disnakertrans Prov. NTB , 2021 

 

Pembinaan Lingkungan Sosial dan Pengujian Kesehatan Kerja. Telah dilaksanakan 

terhadap 400 orang tenaga kerja UMKM/petani tembakau di Kabupaten Lombok 

Timur meliputi Pemeriksaan Fisik, Pemeriksaan Gizi Kerja, Pemeriksaan Kelelahan 

Kerja, Pemeriksaan Urine dan Darah serta Pengujian Parameter Debu di 9 titik 

lingkungan kerja. Kegiatan ini berjalan dengan baik, lancar dan sesuai persetujuan 
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Satgas Covid-19 di masing-masing wilayah. Tenaga kerja sangat antusias untuk 

mengikuti kegiatan ini dan sangat berharap akan diadakan kegiatan-kegiatan lainnya 

yang mendukung mereka dalam meningkatkan produktivitas kerja pada tahun-tahun 

mendatang.  

Telah dilaksanakan Pelatihan K3 di Tempat Kerja yang diselenggarakan di Aston Inn 

Mataram dan diikuti oleh 30 orang Petani/Buruh Tembakau dan Sosialisasi Pelayanan 

Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular yang diselenggarakan di Hotel 

Grand Legi Mataram dan diikuti oleh 30 orang tenaga kerja dari berbagai perusahaan 

lintas sektor. Para peserta sangat antusias mengikuti kegiatan. Mereka merasakan 

besarnya manfaat kegiatan yang telah dilakukan. Pemahaman mengenai pentingnya 

K3 semakin bertambah sehingga diharapkan kegiatan-kegiatan ini dapat tetap 

diadakan dengan memperbanyak jumlah peserta. Telah dilakukan Promosi 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada 83 (delapan puluh tiga) perusahaan dan 

UMKM yang tersebar di seluruh Pulau Lombok. Melalui kegiatan ini semakin banyak 

perusahaan dan UMKM yang mengenal K3 dan ingin menerapkannya di tempat kerja. 

Dengan demikian diharapkan Budaya K3 di Tempat Kerja dapat makin terwujud. 

3. Sasaran 3 : Meningkatnya transmigran yang ditempatkan dan dibina 

Dalam melaksanakan pembangunan bidang urusan transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Provinsi NTB pada tahun 2021 menetapkan sasaran strategis 

“meningkatnya transmigrant yang ditempatkan dan dibina” dengan indicator 

persentase transmigrant yang ditempatkan dan dibina. Transmigrasi adalah salah satu 

upaya pemerintah dalam melakukan pengendalian penduduk untuk penanggulangan 

kemiskinan. Melalui program transmigrasi, diharapkan masyarakat semakin di 

dekatkan dengan pelayanan dasar untuk meningkatkan kesejahteraannya.  

Program Transmigrasi merupakan bagian dari Program Pembangunan Nasional yang 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Transmigran jauh lebih baik daripada 

ketika mereka masih di daerah asalnya. Disamping itu juga penyelenggaraan program 

transmigrasi dalam rangka pemerataan pembangunan daerah, serta untuk 

memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa 

Pada tahun 2021, realisasi persentase transmigran yang ditempatkan sebesar 97,57 

persen dari total transmigran di NTB, realisasi ini belum mencapai target karena masih 

ada transmigran yang masih dibina. Indikator ini dicapai melalui penyelenggaran 

program perencanaan dan pengembangan Kawasan transmigrasi. Melalui kedua 

program ini dilaksanakan kegiatan pencadangan tanah untuk Kawasan transmigrasi 
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dan proses seleksi calon transmigrant serta pembinaan transmigrant. Melalui 

pembinaan yang diberikan kepada transmigrant, diharapkan transmigrant memiliki 

lifeskill untuk berusaha mandiri 

Jumlah transmigran di Provinsi NTB sebanyak 10.700 KK dan transmigran yang 

sudah ditempatkan dan dibina sebanyak  10.440 KK. Provinsi NTB memiliki 4 

kawasan transmigrasi dan 1 kawasan masih dalam proses pembinaan dan ditargetkan 

pada akhir RPJMD pada tahun 2023 sudah selesai dibina. Pada tahun 2021, realisasi 

transmigran yang ditempatkan dan dibina sebesar 97,57 persen dari total transmigran 

di NTB, realisasi ini belum mencapai target karena masih ada transmigran yang masih 

dibina. 

Dalam kurun waktu tahun 1973 sampai dengan 2021 Provinsi NTB telah Penempatan 

transmigran ke berbagai daerah penempatan di seluruh Indonesia sebanyak 47.286 KK 

= 188.213 jiwa dengan rincian sebagai berikut. 

Tabel 3.31 

Penempatan Transmigran Ke Berbagai Daerah Penempatan 

 Di Seluruh Indonesia 

Provinsi 
1973 - 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

KK Jiwa KK Jiwa KK Jiwa KK Jiwa KK Jiwa KK Jiwa 

Sumatra 

Selatan 

10 41 
        

10 41 

Kalimantan 

Barat 

2.253 9.089 19 75 
      

2.272 9.164 

Kalimantan 

Tengah 

3.014 12.990 
        

3.014 12.990 

Kalimantan 

Selatan 

3.970 16.122 
        

3.970 16.122 

Kalimantan 

Timur 

5.960 21.755 
        

5.960 21.755 

Sulawesi 

Tengah 

7.341 28.517 
        

7.341 28.517 

Sulawesi Utara 411 1.593 25 95 
      

436 1.688 

Sulawesi 

Selatan 

6.375 24.327 
        

6.375 24.327 

Sulawesi 

Tenggara 

4.049 14.816 17 57 5 19 
  

10 39 4.081 14.931 

Sulawesi Barat 25 106 
  

5 18 
    

30 124 

Irian Jaya 2.268 7.069 
    

5 18 
  

2.273 7.087 

Maluku 494 1.588 
        

494 1.588 

Maluku Utara 288 801 
        

288 801 

Gorontalo 27 91 10 35 
  

5 18 
  

42 144 

Lokal/NTB 10.700 48.934 
        

10.700 48.934 

Jumlah 47.185 187.839 71 262 10 37 10 36 10 39 47.286 188.213 

*) tahun 2020 dan 2021 : penempatan transmigrasi ditiadakan akibat pandemic 

Sumber : Disnakertrans Prov. NTB , 2021 
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Sejak tahun 1981/1982 Provinsi NTB telah menerima Penempatan Transmigan di 

sejumlah Kabupaten sebanyak 46 UPT dengan jumlah 10.700 KK = 48.934 jiwa 

dengan rincian sebagai berikut. 

Tabel 3.32 

Penempatan Transmigrasi Dalam Provinsi 

 

 NO KABUPATEN / LOKASI JUMLAH TRANSMIGRAN TAHUN 

PENEMPATAN KK JIWA 

I.  KAB. DOMPU 2.675 12.678  
  1.    UPT. SPA 555 2.675 1980/1981 

  2.    UPT. SPB 185 1.874 1980/1981 

  3.    UPT. SPC 350 1.606 1982/1983 

  4.    UPT. Sorinomo SP. 1 250 1.096 1987/1988 

  5.    UPT. Sorinomo SP. 2 200 1.065 1988/1989 

  6.    UPT. Taropo 240 677 1983/1984 

  7.    UPT. Songgajah 200 850 1996/1997 

  8.    UPT. Woko 195 788 1996/1997 

  9.    UPT. Nangakara I 200 800 2002 

  10.  UPT. Nangakara 3 200 851 2003 

  11.    UPT. Nangakara 2 SP. 2 100 396 2010 

II. KAB. SUMBAWA 2.823 13.033  
  1.    UPT. Labangka SP. 1 355 1.209 1989/1990 

  2.    UPT. Labangka SP. 2 250 1.811 1990/1991 

  3.    UPT. Labangka SP. 3 270 1.357 1991/1992 

  4.    UPT. Labangka SP. 4 275 1.491 1993/1993 

  5.    UPT. Labangka SP. 5 300 1.276 1993/1994 

  6.    UPT. Tolo Oi 240 981 1996/1997 

  7.    UPT. Prode SP.1 100 397 1998/1999 

  8.    UPT. Prode SP.2 150 648 1997/1998 

  9.    UPT. Prode SP.3 283 1.360 1999/2000 

  10.  UPT. Padasuka 300 1.296 2003/2004 

  11.  UPT. Buin Batu 200 800 2005/2006 

  12.    UPT. Brang Lamar 100 407 2013 

III. KAB. BIMA 3.168 14.879  
  1.    UPT. Sangiang 263 1.185 1985/1986 

  2.    UPT. Oi Tui 258 1.118 1993/1994 

  3.    UPT. Piong 200 869 1995/1996 

  4.    UPT. Baku 230 919 2005 

  5.    UPT. Waworada 158 757 1992/1993 

  6.    UPT. Laju 268 1.345 1992/1993 

  7.    UPT. Doro O'o 116 613 1992/1993 

  8.    UPT. Soripanihi SP.1 200 952 2001 

  9.    UPT. Soripanihi SP.2 250 1.110 2002 

  10.  UPT. Soripanihi SP.3 250 1.000 2004 

  11.  UPT. Soripanihi SP.4 200 877 2005 

  12.  UPT. Mpuri 200 800 2003 

  13.   UPT. Sori Panihi SP. 5 200 906 2009/2010 

  14.   UPT. Sori Panihi SP. 6 375 2.428 2012/2013/2014 

IV. KAB. SUMBAWA BARAT 1.364 5.642  

  1.    UPT. Tongo I SP.1 200 800 1994/1995 

  2.    UPT. Tongo I SP.2 150 600 1996/1997 

  3.    UPT. Tongo II SP.1 402 1.726 2001/2002 
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 NO KABUPATEN / LOKASI JUMLAH TRANSMIGRAN TAHUN 

PENEMPATAN KK JIWA 

  4.    UPT. Seteluk 352 1.408 1998/1999 

  5.    UPT. Tongo II SP. 2 *) 260 1.108 2009/2010/2012/2015 

V. KAB. LOMBOK TENGAH 270 1.080  

  1.    UPT. Mekarsari 170 680 2003/2005 

  2.    UPT. Batu Jangkih 100 400 2006/2007 

VI. KAB. LOMBOK TIMUR 400 1.622  
  1.    UPT. Pemongkong 200 800 2000 

  2.   UPT. Jeringo 200 822 2009/2010 

 JUMLAH 10.700 48.934  
*) UPT. Tongo II SP. 2 masih dalam pembinaan 

Sumber : Disnakertrans Prov. NTB , 2021 

Pada program perencanaan Kawasan Transmigrasi, tahun 2021 direncanakan sebanyak 

10 KK warga asal NTB yang akan ditempatkan di UPT. Raimuna Kab. Muna Provinsi 

Sulawesi Tenggara namun adanya pandemi dan refocusing anggaran daerah penerima 

tidak melaksanakan penempatan sehingga target program ini tidak tercapai (0 persen). 

Kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan Disnakertrans Provinsi NTB dalam 

mendukung penempatan transmigrasi sesuai MoU yaitu degan melakukan seleksi dan 

menyusun MoU dengan provinsi penerima. Program Pengembangan Kawasan 

Transmigrasi dengan indikator meningkatnya satuan permukiman yang menjadi desa 

mandiri, sampai dengan tahun 2021, sebanyak 46 Satuan Permukiman di provinsi 

NTB dan 45 Satuan Permukiman sudah diserahkan/ menjadi desa mandiri dan sisianya 

1 Satuan Permukiman masih dalam proses pembinaan. 

 

3.2. Realisasi Anggaran 

3.2.1. APBD Provinsi 

Pada Tahun 2021, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB memperoleh 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tertuang dalam Daftar Pelaksanaan 

Anggaran Perubahan sebesar Rp. 21.043.764.037,- dengan rincian sebagai berikut : 

• Belanja Tidak Langsung Rp.15.269.892.341,- realisasi keuangannya                                

Rp. 15.001.217.561,- (98,24 %) dan realisasi fisiknya 98,24 %. Terdapat sisa anggaran 

Rp. 268.674.780,- yang dikembalikan ke kas daerah. 

• Belanja Langsung Rp.5.773.871.696,- realisasi keuangannya Rp. 5.141.263.246,- 

(89,04%) dan realisasi fisiknya  91,04 % yang dimanfaatkan dalam rangka mendukung 

berbagai program dan kegiatan-kegiatan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. 

Terdapat sisa anggaran Rp. 632.608.450,- yang dikembalikan ke kas daerah. 
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Tabel 3.12. 

 Realisasi Anggaran Tahun 2021 

 

No. Sasaran Program 

Indikator 

Sasaran/ 

Program 

Kinerja (%) Anggaran (Rp) 

Target Realisasi Capaian Pagu Realisasi % 

 A.  

 

Meningkatnya 

Kesempatan 

Kerja 

Masyarakat  

  

Persentase 

penyerapan 

angkatan kerja  

96,70 96,99 100,30 1.161.002.130 954.286.800 82,20 

 

A.1  
  

Program 

Pelatihan Kerja 

dan 

Produktivitas 

Tenaga Kerja  

Porsentase 

pencari kerja 

yang 

bersertifikat 

kompetensi  

20,00 16,77 83,85 464.055.900 340.123.600 73,29 

 

A.2  

  Program 

Penempatan 

Tenaga Kerja  

 Persentase  

Pencari Kerja 

Terdaftar Yang 

Ditempatkan.  

91,74 46,15 50,31 573.317.130 509.544.100 88,88 

 Persentase 

wirausaha baru 

yang mandiri  

15,00 14,66 97,73 123.629.100 104.619.100 84,62 

 B.  

Mewujudkan 

hubungan 

industrial 

yang 

harmonis/ 

kondusif  

  

Persentase 

perusahaan 

yang harmonis/ 

kondusif   

98,77 98,97 100,20 800.965.600 757.876.000 94,62 

 

B.1  
  

Program 

Program 

Hubungan 

Industrial  

Persentase 

perusahaan yang 

melaksnakan 

Peraturan 

Perusahaan  

21,00 15,53 73,95 192.995.600 186.002.400 96,38 

 

B.2  
  

Program 

Pengawasan 

Ketenagakerjaan   

porsentase 

perusahaan yg 

menerapkan 

Norma 

Ketenagakerjaan 

& K3  

21,00 21,49 102,33 607.970.000 571.873.600 94,06 

 C.  

 

Meningkatnya 

transmigran 

yang 

ditempatkan 

dan dibina  

  

Persentase 

transmigran 

yang sudah 

ditempatkan 

dan dibina  

100,00 97,57 97,57 144.660.760 113.167.310 78,23 

 

C.1  
  

Program 

Perencanaan 

Kawasan 

Transmigrasi  

persentase 

transmigran 

yang 

ditempatkan  

100,00 - - 91.653.100 61.462.840 67,06 

 

C.2  
  

Program 

Pengembangan 

Kawasan 

Transmigrasi  

persentase 

satuan 

permukiman 

yang mandiri  

93,75 93,75 100,00 53.007.660 51.704.470 97,54 

Sumber : Disnakertrans Prov. NTB , 2021 
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BAB IV 

P E N U T U P 

 

 

Secara umum, capaian indikator sasaran pembangunan ketenagakerjaan dan 

ketransmigrasian di Provinsi Nusa Tenggaran Barat Tahun 2021 dapat dikatakan telah 

dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Walaupun ada beberapa target kinerja 

indikator program yang tidak dapat terpenuhi seperti masih rendahnya penyerapan tenaga 

kerja sektor formal karena terbatasnya kesempatan kerja baik di dalam dan luar negeri, 

walaupun demikian dalam rangka menekan naiknya angka pengangguran di NTB 

Disnakertrans melakukan terobosan melalui inovasi “PePADU Plus” (Pelatihan Dan 

Pemberdayaan Tenaga Kerja Terpadu Plus) berkolaborasi dengan DUDI, Lembaga 

Pelatihan, serta praktisi.  

Disamping itu pada perubahan anggaran Tahun 2021, anggaran operasional yang 

semula Rp.7.426.186.440,- dipangkas menjadi hanya Rp.5.773.871.696,-. Akibatnya, 

banyak target-target sasaran yang semula telah direncanakan tidak dapat terealisasi bahkan 

dihapuskan. Dengan pencapaian realisasi saat ini menunjukan bahwa dengan segala 

keterbatasannya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB dapat terus berbuat 

yang terbaik untuk tetap memajukan sector ketenagakerjaan dengan kerjasama, koordinasi, 

integrasi dan sinkronisasi yang bersifat lintas sektor dan lintas provinsi / daerah yang baik.  

Pencapaian sasaran pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian melalui 

berbagai program dan kegiatan Tahun 2021 merupakan hasil interaksi berbagai unsur yaitu 

kerjasama antar instansi dan para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan 

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, kepemimpinan, kualitas pekerjaan, kemampuan 

teknis, inisiatif, semangat dan kehandalan. 

Dalam rangka menciptakan penyelenggaraan pembangunan ketenagakerjaan dan 

ketransmigrasian di masa depan yang lebih baik diperlukan adanya penambahan anggaran 

untuk melaksanakan program kegiatan sehingga semua kegiatan dapat direalisasikan dan 

tepat sasaran. Selain itu diperlukan pemimpin sekaligus manajer yang memiliki semangat 

keteladanan nyata yang konstruktif dan kolaboratif sehingga melalui program dan sasaran 

yang telah ditetapkan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB diharapkan 

dapat mewujudkan tenaga kerja dan transmigran di Nusa Tenggara Barat yang produktif dan 

sejahtera. 

 


